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ABSTRAK 
Aris Budi Setiawan, D1507082, PROSEDUR KENAIKAN JABATAN 
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Program Studi Manajemen Administrasi, 
Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret, 2010, 82 halaman.  
Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu unsur terpenting dalam 
menjalankan pemerintahan karena Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur 
Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, kemudian untuk dapat 
mewujudkan Pegawai Negeri yang berkualifikasi baik dan berdedikasi tinggi bagi 
Negara, maka mereka perlu dibina dengan sebaik-baiknya berdasarkan sistem 
jenjang karier dan sistem prestasi kerja seperti pemberian kenaikan pangkat dan 
pemberian kenaikan jabatan sehingga mereka dapat bekerja dengan baik sehingga 
tercipta suasana yang kondusif. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan 
untuk menggambarkan pelaksanaan atau Implementasi Prosedur Kenaikan Jabatan 
Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan 
kenaikan jabatan stuktural. 
 Pelaksanaan pengamatan ini, menggunakan penelitian deskriptif kualitatif 
yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan atau Implementasi Prosedur Kenaikan 
Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Kepulauan 
Riau yang dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat dan berdasarkan fakta-fakta. 
Sumber data yang diperoleh berdasarkan dari informan, peristiwa atau aktivitas 
kemudian juga dari gambar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara), dan Riset Pustaka. 
Berdasarkan hasil analisis pengamatan yang dilakukan di Badan 
Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau, diperoleh 
bahwa Prosedur Kenaikan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pada 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan  
mendata lowongan yang tersedia yang dibantu oleh Bagian SIMPEG, kemudian 
berdasarkan data lowongan tersebut diinformasikan kepada pimpinan satuan 
organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat 
mengajukan calon.  
Adapun kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu dalam pelaksanaan Prosedur 
Kenaikan Jabatan Struktural pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 2 (dua) kali dalam 1 tahun 
periode yaitu pada bulan April dan Oktober dan untuk mendapatkan kenaikan 
jabatan struktural para calon harus memenuhi semua persyaratan yang berlaku, 
apabila terdapat persyaratan yang belum dapat dipenuhi, maka terdapat 
pertimbangan lain yang akan dibahas dalam sidang BAPERJAKAT yang hasilnya 
akan menjadi masukan dan pertimbangan bagi Gubernur dalam pengangkatan 
jabatan tersebut.  
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ABSTRACT 
Aris Budi Setiawan, D1507082, THE PROCEDURE OF CIVIL 
SERVANT STRUCTURAL POST PROMOTION IN THE PROVINCIAL 
GOVERNMENT OF RIAU ISLANDS. Administration Management Study 
Program, Diploma III Program, Social and Political Science Faculty, Sebelas 
Maret University, 2010, 82 pages.  
Civil servant is one of important elements in running the governance 
because Civil Servant is the element of State Apparatus, State Server, and Public 
Server, to realize the qualified and high dedication civil servant for the State, then 
they should be established as well as possible based on the career promotion and 
working achievement systems such as giving grade rise and giving post rise so 
that they could working well to create a conducive circumstance. 
The observation was done using descriptive qualitative research by 
describing the implementation of the Procedure of Civil Servant Structural Post 
Promotion in the Provincial Government of Riau Islands poured into the form of 
sentences and based on the fact. The data source was derived from informant, 
event or activities as well as picture. Techniques of collecting data used were 
observation, interview and library research. 
Considering the result of observation analysis done in Personnel, 
Education and Training Board of Riau Islands, it can be seen that the Procedure of 
Civil Servant Structural Post Promotion in the Provincial Government of Riau 
Islands  is undertaken by the chief of Post Mutation Sub-division who documents 
the available vacancy helped by SIMPEG division, and he/she informs the chief 
of organizational unit about this vacancy in Provincial Government of Riau 
Islands neighborhood to propose their candidate. 
The conclusion of this final project is that the implementation of 
Procedure of Structural Post Rise in the Provincial Government of Riau Islands 
refers to the Governmental Regulation No.13 of 2002 about the Civil Servant 
Recruitment. Those activities are done twice a year on April and October and in 
order to get structural post rising, the candidate should fulfill the prevailing 
requirement; if the requirement has not been met, there is another consideration 
that will be discussed in BAPERJAKAT session the result of which will become 
input and consideration for the Governor. 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Manusia diakui maupun tidak merupakan tokoh sentral yang menentukan 
maju mundurnya organisasi karena hanya manusia satu-satunya yang merupakan 
sumber utama organisasi yang tidak dapat digantikan oleh apapun didalam 
organisasi atau suatu instasi, manusia yang dimaksud adalah pegawai. Baik atau 
tidaknya pelaksanaan kegiatan organisasi sangat tergantung pada sumber daya 
manusianya yaitu para pegawainya. Pentingnya peranan pegawai sebagaimana 
dikemukakan Slamet Saksono (1988:28)  bahwa : 
“kehadiran pegawai sebagai manusia dalam suatu lembaga atau perusahaan, 
baik negara manupun swasta, pada hakekatnya merupakan faktor esensial 
untuk mewujudkan keinginan yang ingin dicapai oleh perusahaan yang 
bersangkutan, karena tersedianya modal yang sangat besar dan penggunaan 
teknologi tidak mempunyai arti bila perusahaan tanpa kehadiran pegawai” 
 
Semakin penting arti dan peran pegawai sehingga organisasi perhatiannya 
tidak diarahkan pada usaha pencapaian tujuannya saja, tetapi terutama 
ditunjukkan pada pribadi para pegawai dengan kesejahteraanya. Sumber daya 
manusia merupakan salah satu unsur masukan (input) yang bersama dengan unsur 
lain seperti : bahan, modal, mesin, dan teknologi diubah melalui proses 
manajemen menjadi keluaran (output) berupa barang atau  jasa dalam usaha 
perencanaan tujuan organisasi. 
Dalam kehidupan organisasi sumber daya manusia merupakan modal dan 
faktor terpenting. Manusia merupakan pelaksana dari seluruh aktivitas organisasi.  
Arti pentingnya pegawai dalam organisasi juga di kemukakan oleh Indra 
Wijaya (1988 : 27) yaitu:  
“manusia dan hanya manusia satu-satunya yang merupakan sumber utama 
organisasi yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Bagaimanapun 
baiknya organisasi, lengkapnya fasilitas dan sarana kerja tidak akan 
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mempunyai arti tanpa adanya manusia yang mengatur,memelihara dan 
menggunakannya”. 
  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanpa mengurangi pentingnya 
perhatian yang tetap harus diperhatikan pada aspek-aspek organisasi lainnya. 
Tidak bisa disangkal bahwa perhatian utama tidak bisa tidak harus diberikan pada 
aspek manusia, karena seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan unsur 
terpenting dalam seluruh proses Administrasi dan Manajemen. Perlu diingat 
perubahan organisasi tanpa adanya manusia mustahil organisasi dapat berjalan 
dengan lancar. 
Pegawai pada dasarnya memiliki bermacam-macam potensi yang dapat 
dirangsang kemunculannya untuk kemudian diarahkan agar mempermudah 
pelaksanaan tugas pekerjaannya. Pengembangan pegawai salah satu upaya untuk 
merangsang potensi seorang pegawai agar meningkatkan kualitasnya baik segi 
skill, kepribadian, mental, dan perilaku serta meningkatkan pengetahuan, 
kemampuan, prestasi dan juga kariernya.  
Pengembangan adalah upaya organisasi untuk meningkatkan 
perkembangan individu sesuai dengan sifat-sifat kepribadian yang dimiliki 
masing-masing perorangan agar mempunyai sikap, keterampilan yang sesuai 
dengan kebutuhan organisasi.  
Perkembangan (Development) adalah fungsi oprasional kedua dari 
manajemen personalia. Pengembangan pegawai baik yang baru maupun pegawai 
lama perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Agar 
pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, harus lebih dahulu diterapkan 
suatu program pengembangan pegawai hendaknya disusun dengan cermat dan 
didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan 
yang dibutuhkan organisasi saat ini maupun masa yang akan datang. 
Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pengembangan pegawai adalah suatu usaha organisasi untuk meningkatkan 
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kemampuan individu atau pengembangan demi kemajuan pegawai baik karier, 
kemampuan dan sifat kepribadian untuk mendukung masa sekarang dan masa 
yang akan datang. Jadi pengembangan merupakan usaha untuk menggali potensi 
yang dimiliki masing-masing pegawai sebagai individu dan sebagai organisasi. 
Dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 14 Tahun 1994 tentang  
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 15 Tahun 
1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, 
mengimplementasikan Diklat Struktural dan pengangkatan PNS dalan jabatan 
struktural dalam rangka pengembangan pegawai mempunyai keterkaitan dan 
tidak dapat dipisahkan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil. 
Selain itu, pembinaan Pegawai Negeri Sipil diciptakan suatu sistem 
pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan struktural, sesuai dengan PP Nomor 
15 Tahun 1994 . Tingkat dalam suatu jabatan struktural adalah eselon dan disusun 
berdasarkan beban  tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak. Pemerintah juga 
telah menciptakan pola karier dan menunjukkan keterkaitan dan keserasian antar 
jabatan, pangkat, pendidikan, pelatihnan stuktural, dan masa jabatan PNS sejak 
pengangkatan hingga pensiun. 
Pengembangan Pegawai Negri Sipil dapat dilaksanakan melalui promosi, 
Diklat, Mutasi. Dalam hal ini yang akan di bahas atau diteliti hanya mengenai 
promosi. Menurut Moekijat (1987: 145) promosi adalah kemajuan dari seseorang 
pegawai pada suatu tugas yang lebih baik dipandang dari sudut tanggungjawab 
yang lebih besar, prestise atau status yang lebih tinggi, kecakapan yang lebih 
besar dan terutama tambahan pembayaran gaji . 
Promosi pada dasarnya merupakan peningkatan jabatan maupun pangkat, 
dan juga termasuk pengembangan pegawai karena dapat memotivasi Pegawai 
Negri Sipil untuk lebih meningkatkan kemampuan dan prestasi kerjanya. Promosi 
dapat didasarkan atas dua pertimbangan. Pertama kecakapan yang penilaian 
pegawai dilakukan melalui pengamatan oleh atasan yang bersangkutan dan 
dengan cara menguji pada saat tertentu, sehingga diperoleh sekumpulan nilai yang 
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bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan promosi dan yang kedua masa 
kerjanya (senioritas) yaitu masa kerja pegawai secara terus menerus dalam suatu 
organisasi atau makin lama masa kerja pegawai menjadi pertimbangan dalam 
menentukan promosi karena makin banyak pengalaman kerja yang dimiliki. 
Tetapi senioritas itu tidak bisa menjamin obyektivitas dan kualitasnya maka perlu 
adanya syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipromosikan. 
Sifat  obyektif dalam promosi dapat diusahakan dengan cara pembentukan 
aturan dan dilaksanakan sebagaimana isi, maksud dan tujuan dari aturan 
pelaksanaan promosi berupa pengangkatan dalam jabatan struktural Pegawai 
Negeri Sipil yang ditetapkan dalam PP Nomor 15 tahun 1994 pasal 5 sebagai 
berikut:  
a. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknik fungsional dan 
kecakapan serta pengalaman yang diperlukan, 
b. Memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugas organisasi, 
c. Memperhatikan Draf Urut Kepangkatan (DUK), 
d. Telah memilki tingkat dan jenis pendidikan dan pelatihan struktural 
yang disyaratkan untuk eselon jabatan struktural yang bersangkutan, 
e. Memiliki pangkat sekurang-kurangnya satu tingkat dibawah pangkat 
terendah yang ditentukan untuk eselon yang bersangkutan, 
f. Masih dapat dikembangkan kemampuannya, 
g. Sehat jasmani dan rohani, 
h. Memenuhi syarat lain sebagaimana ditentukan dalam uraian jabatan. 
Berdasarkan pola persyaratan jabatan struktural yang diatur dalam 
Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 57 tahun 1998 tentang persyaratan 
kenaikan jabtan struktural diketahui bahwa semakin tinggi jabatan struktural yang 
dipangku oleh seorang PNS, semakin tinggi pula persyaratan yang harus dipenuhi 
baik persyaratan Kepangkatan, Diklat Struktural, Pendidikan Formal dan 
persyaratan lainnya. 
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Berdasarkan data yang diperoleh penulis, kebutuhan promosi atau 
kenaikan jabatan struktural yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2009 adalah sebanyak 14 
orang pegawai dari pejabat eselon III untuk mengisi berbagai jabatan yang baru di 
lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan kenaikan jabatan struktural  
dilakukan dalam 2 periode,  dalam satu tahun  yaitu untuk periode pertama pada 
bulan April dan untuk periode kedua dilaksanakan pada bulan Oktober, kegiatan 
ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk mengisi jabatan yang kosong. 
Pada kenyataannya ada pegawai yang sudah memenuhi persyaratan untuk 
dipromosikan dalam kenaikan jabatan struktural, tetapi belum juga dipromosikan 
atau terlambat oleh birokrasi yang kompleks dan ada saja hambatannya. Bahkan 
ada pegawai yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan sudah 
dipromosikan terlebih dahulu untuk kenaikan jabatan struktural. Mungkin hal itu 
disebabkan belum dilaksanakannya prosedur pengangkatan atau kenaikan jabatan 
yang berlaku sebagaimana semestinya. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian di 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Provinsi Kepulauan Riau 
mengenai “Prosedur Kenaikan Jabatan Struktural Pegawai Negri Sipil Di Provinsi 
Kepulauan Riau”. 
 
 
B. Perumusan Masalah 
Penulis akan merumuskan masalah yang perlu diselesaikan dalam 
penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu : 
Bagaimana Prosedur Kenaikan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pada 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ? 
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C. Tujuan Pengamatan 
Laporan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apa yang 
sudah dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu untuk mengetahui secara rinci 
bagaimanakah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Kantor Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi : 
1. Untuk mengetahui prosedur kenaikan jabatan struktural pada Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Riau agar bisa diketahui oleh masyarakat agar lebih 
transparan;    
2. Untuk mengetahui Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para Pegawai 
Negeri Sipil yang ingin atau dicalonkan untuk mendapatkan kenaikan 
jabatan struktural. 
 
D. Manfaat Pengamatan 
Penulis berharap bahwa dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 
akan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan yang telah membaca 
laporan Tugas Akhir ini. 
1. Bagi Penulis Pribadi : 
Dapat mendalami masalah Kenaikan jabatan struktural Pegawai pada 
kenyataannya, dalam hal ini pada Kantor Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau. 
2. Bagi Instansi : 
Sebagai masukan bagi instansi khususnya pada Kantor Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau 
dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan Kenaikan jabatan stuktural  
Pegawai Negeri Sipil. 
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3. Bagi Masyarakat Umum dan Pihak Lain : 
a. Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat 
tentang pelaksanaan kegiatan Kenaikan jabatan stuktural  
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Provinsi 
Kepulauan Riau. 
b. Dapat menciptakan suatu transparansi atau keterbukaan antara 
instansi dan masyarakat agar tercipta suasana yang kondusif. 
c. Dapat dipakai sebagai landasan untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut yang ada 
hubungannya dengan penelitian ini, khususnya bagi para peneliti 
yang akan mengadakan penelian yang lebih lanjut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  
DAN METODE PENGAMATAN 
 
1. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Prosedur 
Prosedur merupakan suatu rangkaian tata kerja yang telah menjadi pola 
tetap baik menurut tata cara maupun urutan waktunya dalam melaksanakan 
pekerjaan yang merupakan kebulatan. 
Prosedur merupakan bagian dari klasifikasi perencanaan eksekutif dimana 
perencanaan eksekutif atau perencanaan manajemen di buat oleh pimpinan 
organisasi dan perencanaan eksekutif diperlukan untuk menentukan prosedur 
pelaksanaan rencana, yakni petunjuk pelaksanaan yang bersifat direktif dan 
juga bersifat diskriptif karena dapat membantu pelaksanaan koordinasi dengan 
jalan menyediakan petunjuk tindakan pada pegawai pada saat situasi yang 
berulang-ulang muncul. Menurut Ig Wursanto (1995:20) Prosedur merupakan 
suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu 
pekerjaan dan merupakan suatu kebulatan. Prosedur dianggap sebagai reaksi 
rutin atau yang diprogramkan terhadap situasi tentang masalah yang bersifat 
umum dan terstruktur.  
Harold Koontz, Cyrill O’Donnell, Heiz Weihrich (1989:124) memberikan 
pendapat tentang pengertian prosedur sebagai berikut:  
“prosedur adalah rencana yang menetapkan suatu metode penanganan 
yang dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas yang akan datang. Merupakan 
pedoman untuk bertindak, bukan untuk berfikir dan menguraikan cara 
yang tepat untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Prosedur 
merupakan urut-urutan kronologis dari tindakan yang di butuhkan.”  
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur suatu rencana yang 
berhubungan dengan penetapan cara bertindak dan berlaku untuk kegiatan di 
waktu mendatang. Ketetapan ini digunakan sebagai pedoman untuk 
pelaksanaan kegiatan yang dapat diputuskan atau ditetapkan dalam proses 
perencanaan. Maksud dari pedoman sebab prosedur mengarahkan cara yang 
tepat untuk menyelesaikan kegiatan tersebut, serta urutan-urutan secara 
kronologis dari kegiatan itu. 
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) terdapat dua pengertian 
tentang prosedur yaitu : 
1. Tahap-tahap kegiatan untuk suatu aktivitas, 
2. Metode langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan 
suatu problem. 
 
Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur 
merupakan tata cara untuk menyelesaikan suatu pekerjaan menurut urutan 
waktu dan prosedur memberikan instruksi atau perintah yang terperinci untuk 
pelaksanaan kegiatan secara teratur. 
Ig Wursanto (1987:15) mengatakan bahwa prosedur merupakan bagian 
dari rencana dan bentuk rencananya adalah sebagai berikut : 
1. Program 
2. Standar 
3. Anggaran 
4. Acara 
5. Siasat 
6. Metode 
7. Kebijaksanaan 
8. Prosedur 
9. Peraturan 
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Sedangkan menurut T Hani Handoko (1995:90) prosedur sangat berguna 
antara lain : 
1. Menghemat usaha manajerial, 
2. Memudahkan pengawasan, 
3. Memudahkan pendelegasaian dan penempatan tanggung jawab, 
4. Memungkinkan penghematan personalia, 
5. Menimbulkan pengembangan metode-motode operasi yang lebih 
efisien, 
6. Membantu kegitan dalam koordinasi. 
 
Dengan adanya suatu prosedur dapat membantu untuk mengarahkan 
pelaksanaan prosedur dalam tugas dan pekerjaannya demi mencapai tujuan dan 
mengurangi atau menghindari kesalahan dalam bertindak. 
 
B. Pengertian Jabatan Struktural 
Dalam bukunya H. Nainggolan (1983:101) berpendapat bahwa jabatan  
adalah : kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi. Jabatan adalah 
sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh seorang pejabat 
yang berwenang, kepada seseorang baik untuk waktu yang penuh maupun waktu 
sebagai jawaban menunjukkan hal-hal yang dikerjakan bukan orangnya. 
Sedangkan struktural dalam Kamus Bahasa Indonesia (2007:965) berarti 
mempunyai struktur, sedangkan struktur  sendiri mempunyai arti cara sesuatu 
yang disusun atau dibangun, susunan, bangunan.  
Berdasarkan buku Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 
(1997:182-183) jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 
memimpin suatu satuan organisasi negara dalam rangka meningkatkan pembinaan 
Pegawai Negeri Sipil dan untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan Pegawai 
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Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural telah diterbitkan PP No. 15 
Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural. 
1) Jabatan struktural dalam susunan satuan organisasi negara ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden atau Menteri yang bertanggung jawab dalam 
bidang pendayagunaan aparatur negara, 
2) Eselon adalah Tingkatan jabatan Struktural, yang disusun berdasarkan berat 
ringannya tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak, 
3) Jabatan struktural eselon I dan II dalam suatu instansi ditetapkan oleh 
Presiden atas usul Pimpinan instansi yang bersangkutan setelah mendapat 
pertimbangan dari MENPAN. Sedangkan jabtan struktural eselon III, IV 
dan V oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari MENPAN, 
4) Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan struktural lain atau jabatan fungsional. 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan 
berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan 
jenjang pangkat yang diterapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya  
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat 
pendidikan formal. Pengangkatan dalam jabatan struktural erat hubungannya 
dengan jenjang kepangkatan yang ditetapkan untuk jabatan itu, sehingga Pegawai 
Negeri Sipil yang lebih rendah tidak dapat membawahi langsung Pegawai Negeri 
Sipil yang lebih tinggi pangkatnya.  
Jenjang dalam jabatan struktural diterapkan dalam beberapa eselon untuk 
masing-masing ditetapkan pangkat permulaan, pangkat lanjutan, dan pangkat 
tinggi, yang dinyatakan dalam golongan atau ruang, gaji berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah rincian jabatan 
eselon berdasarkan pangkat : 
1) Untuk jabatan eselon I ditetapkan pangkat IV/c s/d IV/e PGPS 1968. 
Jabatan yang termasuk dalam jabatan eselon I adalah : 
a) Jaksa Agung 
b) Sekretaris Jendral 
c) Direktur Jendral 
d) Kepala Badan (SE Ka BAKN No 07/SE/1975) 
e) Pemimpin Sekretaris Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara 
f) Rektor Universitas/ Institut/ Perguruan Tinggi Negeri 
g) Jabatan Lain Yang Setingkat 
 
2) Untuk jabatan eselon II ditetapkan pangkat IV/b s/d IV/d PGPS 1968. 
Jabatan yang termasuk dalam jabatan eselon II adalah : 
a) Kepala Biro atau Badan  
b) Direktur 
c) Inspektur 
d) Sekretaris Direktorat Jendral 
e) Sekretaris Badan 
f) Kepala Pusat 
g) Kepala Instansi Vertikal Tingkat Provinsi 
 
3) Untuk jabatan eselon III ditetapkan pangkat IV/a s/d IV/c PGPS 1968. 
Jabatan yang termasuk dalam jabatan eselon III adalah : 
a) Kepala Bagian 
b) Kepala Sub Direktorat 
c) Inspektur Pembantu 
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d) Kepala Bidang 
e) Kepala Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/ Kotamadya 
 
4) Untuk jabatan eselon IV ditetapkan pangkat III/b s/d III/d PGPS 1968. 
Jabatan yang termasuk dalam jabatan eselon IV adalah : 
a) Kepala Sub Bagian 
b) Kepala Seksi 
c) Pemeriksa 
d) Kepala Sub Bidang 
5) Untuk jabatan eselon V ditetapkan pangkat III/a s/d III/c PGPS 1968. 
Jabatan yang termasuk dalam jabatan eselon V adalah : 
a) Kepala Urusan 
b) Kepala Seksi 
c) Kepala sub Bagian pada Kantor Departemen Ditingkat Kabupaten/ 
Kotamadya 
 
Kenaikan jabatan Struktural merupakan salah satu usaha yang ditujukan 
untuk memajukan pegawai baik dari segi karier, pengetahuan maupun 
kemampuan yang merupakan sendi dari pada pengetahuan pegawai dalam suatu 
organisasi, dalam hal ini organisasi pemerintahan. Dan kenaikan jabatan 
merupakan peningkatan jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kenaikan 
status atau prestise sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya. 
 
C. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 
 
Dalam UU No 43 tahun 1997 tentang Pokok Kepegawaian menyatakan 
Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah 
memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang 
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dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya 
dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 
Di Ensiklopedia Administrasi (1989:325) menyatakan : Pegawai Negeri 
Sipil adalah unsur aparatur negara, Abdi Negara, Abdi Masyarakat yang dengan 
penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan 
pemerintah penyelenggara tugas, pemerintah dan pembangunan. Sedangkan 
dalam buku Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1997:160) 
Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat 
yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi 
tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangan 
dan digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku.  
Pegawai Negeri bukan hanya Aparatur Negara, tetapi juga Abdi Negara 
dan Abdi Masyarakat yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk 
masyarakat, oleh sebab itu dalam melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri 
bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai warga negara. Hal ini dimaksudkan 
dalam melaksanakan pembinaan, hendaknya sejauh mungkin dilaksanakan 
adanya keserasian antara kepentingan dinas dengan kepentingan pribadi sebagai 
perorangan. Pegawai Negeri sebagai perorangan maka kepentingan dinas yang 
diutamakan. Rumusan Pegawai Negeri tersebut diatas bertolak dari pokok 
pikiran, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintah, 
tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan. Dengan kata lain, 
pemerintah bukan hanya menjalankan tertib pemerintah tetapi juga harus mampu 
menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat 
banyak. 
Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian, bahwa 
Pegawai Negeri berada sepenuhnya dibawah pimpinan pemerintah. Hal ini perlu 
ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan 
tegas. 
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Menurut pasal 2 Undang-undang No 43 Tahun 1999 Pegawai Negeri 
terdiri dari : 
1. Pegawai Negeri Sipil 
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
 
D. Jenis Pegawai Negeri Sipil 
Pegawai Negeri Sipil dibedakan menjadi 2 jenis yaitu : 
1. Pegawai Negeri Sipil Pusat 
Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Mereka yang memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut : 
a) Gajinya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Non 
Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, dan 
Instansi Vertikal Daerah Kepanitraan Pengadilan. 
b) Bekerja pada Perusahaan Jawatan. 
c) Diperbantukan atau Dipekerjakan pada Daerah Otonom. 
d) Berdasarkan suatu peraturan perundangan diperbantukan atau 
dipekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan, dll. 
e) Menyelenggarakan tugas negara lainnya, seperti : hakim pada Pengadilan 
Negeri dan Pengadilan Tinggi. 
 
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah/ 
Provinsi/Kota yang gajinya dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah) dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan 
diluar Instansi Induknya. 
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3. Pegawai Negeri Sipil Lain Yang Ditetapkan Dengan PP (Peraturan 
Pemerintah) 
Berdasarkan hal-hal tertentu seperti sumber penggajian dan sebagainya 
dapat dimasukkan kategori Pegawai Negeri Sipil seperti : 
a) Pegawai perusahaan umum dan Perusahaan Negara yang belum dialihkan 
bentuknya. 
b) Pegawai lokal pada perwakilan RI di luar Negeri 
c) Pegawai Harian dan Lepas 
d) Pensiunan dan Purnawirawan 
e) Pegawai dengan Ikatan dinas untuk waktu terbatas 
f) Kepala kelurahan dan anggota-anggota perangkat kelurahan. (Menurut 
Undang-Undang No 5 tahun 1979) 
g) Pegawai bulanan di samping pensiunan. 
 
 
2. METODE PENGAMATAN 
A. Lokasi Pengamatan 
Dalam pengamatan ini penulis melakukan pengamatan di Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Riau khususnya di SKPD Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau. 
 
B. Jenis Pengamatan 
Jenis pengamatan ini merupakan pengamatan diskriptitf kualitatif 
yaitu pengamatan tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam 
bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya 
kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. 
Jenis pengamatan yang digunakan ini adalah pengamatan deskriptif 
dengan menggunakan observasi. Pengamatan deskriptif dapat diartikan 
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sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan 
keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-
fakta yang terlihat dan bagaimana adanya. 
Ciri-ciri metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Winarno 
Surahmad (1994 : 140) yaitu : memusatkan diri pada pemecahan masalah-
masalah yang ada saat sekarang dan data yang dikumpulkan disusun, 
dijelaskan, kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil yang sebesar-
besarnya. Dan seorang penyidik pada umumnya harus bisa melakukan hal-
hal sebagai berikut : 
1) Menjelaskan penelitian deskriptif itu dengan teliti dan terperinci, 
baik dasar-dasar metode penelitian maupun teknis secara khusus; 
2) Menjelaskan prosedur pengumpulan data, serta pengawasan dan 
penilaian terhadap data tersebut; 
3) Memberikan alasan yang kuat mengapa menggunakan metode 
deskriptif dan penyelidik menggunakan teknik tertentu. 
Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas sampai pada 
pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi 
tentang data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan memungkinkan 
menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. 
 
C. Sumber Data 
1. Informan 
Adapun informan atau orang yang memberikan informasi dalam 
penyelesaian tugas akhir ini adalah Kepala bagian Mutasi Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau,  
Kepala Sub Bagian Mutasi Jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan 
18 
 
dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau, dan semua pegawai dan staf 
yang tergabung dalam bagian tersebut. 
2. Peristiwa Atau Aktivitas 
Perisiwa atau aktivitas yang dilakukan oleh penulis dalam 
pelaksanaan magang (On The Job Training) pada Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau 
adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi 
khususnya administrasi kepegawaian seperti melakukan Melakukan 
Entri Data Pegawai Dalam Komputer, Mengirim Surat Ekspedisi 
Ke Kantor Sekda dan Gubernur, Melakukan Pengarsipan Berkas-
Berkas, Mencetak Blanko Nota Persetujuan Teknis Kepala BKN 
tentang Kenaikan Pangkat PNS, Mencari Arsip Surat Keputusan 
Calon Pegawai Negeri Sipil dan membantu dalam pengurusan 
pemberian gaji pegawai dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau 
kemudian terdapat juga kegiatan yang tidak berhubungan dengan 
kegiatan Administrasi tetapi sangat penting dilakukan dalam 
kegiatan organisasi tersebut yaitu kegiatan gelar sidang 
kepangkatan bagi pegawai struktural eselon II dan III. 
 
3. Gambar 
Pada diskripsi ini penulis menyajikan beberapa gambar yang 
dirasa perlu untuk disajikan karena dengan menampilkan gambar atau 
suatu dokumentasi dapat memberikan penguatan terhadap penelitian 
yang dilakukan dan juga mengenai kegiatan yang mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini yaitu tentang kegiatan gelar Sidang 
kepangkatan eselon II. 
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D. Validitas Data 
Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam 
kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. 
Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-
cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. 
Cara pengumpulan data dengan beragam tekniknya harus benar-benar 
sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi 
penelitiannya. Ketepatan data tersebut tidak hanya tergantung dari 
ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulannya, tetapi juga 
diperlukan teknik pengembangan validitas datanya. Validitas ini sebagai 
hasil penelitian. 
Cara yang digunakan penulis untuk pengembangan validitas 
(kesahihan) data penelitan adalah Trianggulasi, cara ini merupakan  yang 
paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian 
kualitatif. Dalam kaitan ini Patton (1984) dalam H.B. Soetopo (2002:78) 
menyatakan ada empat macam teknik trianggulasi, yaitu : 
1) Trianggulasi data (data trianggulation), 
2) Trianggulasi peneliti (investigator trianggulation), 
3) Trianggulasi metodologis (methodological trianggulation) dan 
4) Trianggulasi teoretis (theoretical trianggulation). 
Sedangkan teknik trianggulasi yang digunakan penulis adalah 
trianggulasi data (data trianggulation) cara ini mengarahkan penulis agar 
di dalam mengumpulkan data yang tersedia. Artinya, data yang sama atau 
sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber 
data yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber 
yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan 
data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda jenisnya. 
Trianggulasi sumber data bisa menggunakan satu jenis sumber data 
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seperti misalnya informan, namum beberapa informan atau narasumber 
yang digunakan harus merupakan kelompok atau tingkatan yang berbeda-
beda, misalnya di dalam status atau posisi perannya yang berkaitan dalam 
konteks tertentu. 
Trianggulasi sumber yang memanfaatkan jenis sumber data yang 
berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Di sini tekanannya pada 
perbedaan sumber data, bukan pada teknik pengumpulan data atau yang 
lain. Peneliti bisa memperoleh dari narasumber (manusia) yang berbeda-
beda posisinya dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi 
dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari 
narasumber lainnya.  
Gambar II.1 
Skema Trianggulasi Data 
       informan 1 
data      wawancara   informan 2 
       informan 3 
atau : 
   wawancara   informan 
data   content analysis  dokumen/arsip 
   observasi   aktivitas 
 
E. Teknik Sampling 
Mengingat terbatasnya waktu dan tenaga dalam pelaksanaan On The 
Job Training ini maka tidak semua staf dan kepala bagian  diteliti sebagai 
obyek penelitian. Untuk mendapatkan sampel tersebut penulis 
menggunakan teknik random sampling (sampel acak).  
Dalam penelitian kualitatif, teknik cuplikan atau sampling yang 
terbaik bagi usaha generalisasi teknik acak (random sampling). Dalam 
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penelitian kualitatif, cuplikan yang diambil lebih bersifat selektif. Sampel 
acak atau random adalah sampel yang diambil dari suatu populasi dan 
setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 
sebagai sampel.  
Sumber data yang digunakan disini tidak sebagai yang mewakili 
populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Karena 
pengambilan sampel di dasarkan atas berbagai pertimbangan tertentu, 
maka pengertiannya sejajar dengan jenis teknik teknik cuplikan yang 
dikenal purposive sampling. Dengan kecendrungan peneliti untuk 
memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya 
secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang 
mantap. Bahkan di dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan 
informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan 
peneliti dalam memperoleh data. Patton (1984) dalam H.B. Soetopo 
(2002:54). 
Sampel dalam pengamatan ini adalah Kepala Sub bidang  Mutasi 
dan seorang staf mutasi yang menangani kepangkatan, karena menurut 
penulis para informan ini adalah orang yang cukup berkompeten dengan 
masalah dan kegiatan kepangkatan dan kenaikan jabatan stuktural 
Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh SKPD Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi kepulauan Riau yang diangkat penulis 
dalam penyusunan tugas akhir. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam melakukan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis telah 
melakukan pengumpulan data –data dan informasi dengan cara : 
a)  Observasi (Pengamatan) 
Penulis melakukan penelitian dan pengamatan langsung pada Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau  
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selama melakukan On The Job Training (OJT). informasi yang 
diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, 
objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. 
Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan 
gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab 
pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk 
evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu 
melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. 
b) Interview (Wawancara) 
Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap 
informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik 
wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 
wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in–depth interview) 
adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 
cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara 
dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. 
Penulis telah melakukan tanya jawab langsung terhadap rekan-rekan 
yang bersangkutan pada bagian administrasi kepegawaian seputar 
masalah yang berkaitan dengan topik permasalahan yang penulis pilih 
guna untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini selama penulis 
melakukan On The Job Training (OJT). 
 
c) Riset Pustaka 
Penulis telah membaca buku-buku pada Perpustakaan yang ada pada 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan 
Riau dan beberapa perpustakaan di lingkungan UNS yang 
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berhubungan dengan topik  permasalahan yang akan penulis bahas 
pada Laporan Tugas Akhir ini. 
 
G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan oleh penulis dalam penyelesaian tugas 
akhir ini adalah teknik analisis studi kasus. 
Studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan 
batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan 
menyertakan berbagai sumber informasi. Pengamatan ini dibatasi oleh 
waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, 
aktivitas, atau individu. 
Berikut Langkah-langkah analisis data pada studi kasus, yaitu: 
a. Mengorganisir informasi, 
b. Membaca keseluruhan informasi dan memberi kode, 
c. Membuat suatu uraian terperinci mengenai kasus dan konteksnya, 
d. Peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa 
kategori, 
e. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan mengembangkan 
generalisasi natural dari kasus baik untuk peneliti maupun untuk 
penerapannya pada kasus yang lain, 
f. Menyajikan secara naratif. 
 
Sumber : H.B Soetopo (2002:86) 
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BAB III 
DESKRIPSI LOKASI 
 
A. Sejarah Provinsi Kepulauan Riau 
Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari 
provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang 
Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup 
Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. 
Sebelum kemerdekaan, Kota Tanjungpinang berasal dari Kerajaan Melayu 
yang didirikan sekitar Abad XVI. Menurut sejarah pusat pmerintahan 
berkedudukan di Pulau Penyengat, sekarang ini menjadi lokasi pariwisata budaya 
sebagai pusat pengembang budaya melayu. Dengan raja pertama yang 
memerintah adalah bernama Raja Abdul Rahman. Pada masa pemerintahan 
rajanya dari tahun 1722-1911 menjalankan dengan adil dan bijaksana, sehingga 
kesejahteraan rakyatnya meningkat dan selain itu juga berhasilan menjalankan 
roda pemeritahnya, sehinga terkenal di Nusantara serta kawasan setelah Sultan 
Riau wafat pada Tahun 1911, kerajaan tersebut diteruskan oleh keturunannya dan 
raja terakhir adalah Raja Jakfaar dan Istrinya bernama Engku Putri Hamidah. 
Kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh dari 
penjajahan, maka pada era otonomi daerah wilayah kerajaan ini menjadi bagian 
dari Kota Tanjungpinang. Tugu proklamasi yang berada dekat dengan pelabuhan 
Tanjung Pinang. 
Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia. Provinsi Kepulauan 
Riau berbatasan dengan : 
1. Sebelah utara berbatasan dengan : Negara Vietnam dan Kamboja, 
2. Sebelah timur berbatasan dengan : Negara Malaysia Timur dan 
Provinsi Kalimantan Barat, 
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3. Sebelah selatan berbatasan dengan : Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung dan Jambi, 
4.  Sebelah barat berbatasan dengan : Negara Singapura, Malaysia 
Barat, dan Provinsi Riau. 
Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 
Kota, 47 Kecamatan serta 274 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar 
dan kecil dimana 30% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas 
wilayahnya sebesar 252.601 Km2, di mana sekitar 95% adalah perairan dengan 
1350 pulau besar dan. Ibukota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di 
Tanjung Pinang. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut dan 
udara yang strategis dan terpadat pada tingkat internasional,  
Berikut adalah daftar Kabupaten/Kota yang berada  Provinsi Kepulauan 
Riau adalah sebagai berikut : 
Tabel III.1 
Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau 
 
Sumber Data : http://babesajabu.wordpress.com/2009/12/29/sejarah-kota-
tanjung-pinang-kepulauan-riau/ 
No. Kabupaten/Kota Ibu kota 
1 Kabupaten Bintan Bandar Seri Bentan 
2 Kabupaten Karimun Tanjung Balai Karimun 
3 Kabupaten Kepulauan Anambas Tarempa 
4 Kabupaten Lingga Daik, Lingga 
5 Kabupaten Natuna Ranai, Bunguran Timur 
6 Kota Batam Kota Batam 
7 Kota Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang 
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Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya alam mineral dan energi 
yang relatif cukup besar dan bervariasi baik berupa bahan galian A (strategis) 
seperti minyak bumi dan gas alam, bahan galian B (vital) seperti timah, bauksit, 
dan pasir besi, maupun bahan galian golongan C seperti granit, pasir, dan kuarsa. 
B. Sejarah Berdirinya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Provinsi Kepulauan Riau 
 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau 
merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas merumuskan 
dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan 
pelatihan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang 
diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya. Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan resmi berdiri pada saat roda pemerintahan Provinsi 
Kepulauan Riau yaitu pada tanggal 1 Juli 2004, memiliki nama Biro 
Kepegawaian yang di pimpin oleh seorang Kepala Biro dan bertanggung jawab 
secara teknis administratif melalui sekretaris daerah.  
Pada Tahun 2007 struktur organisasi dan tata kerja perangkat Daerah 
mengalami perubahan, awalnya dari Biro Kepegawaian, kemudian berubah 
menjadi sebuah Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2007. Mengingat perkembangan  yang 
sudah tidak sesuai dengan keadaan kebutuhan organisasi, maka pada Tahun 2008 
Badan Kepegawaian Daerah mengalami perkembangan menjadi Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun  2008 sampai dengan 
saat ini. 
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C. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) BKPP Provinsi Kepulauan Riau 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Provinsi 
Kepulauan Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu para pejabat 
pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan Manajemen Personalia 
Pegawai Negeri Sipil Daerah. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut oleh karena 
itu BKPP mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
Perundang-undangan yang berlaku antara lain : 
1) Melekukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah 
dibidang Kerpegawaian sesuai dengan Norma, standar dan prosedur yang 
telah ditetapkan pemerintah, 
2) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah, 
3) Melakukan penyiapan kebijakan (Policy)  pengembangan Kepegawaian 
daerah, 
4) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, 
pemindahan/ mutasi, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai 
dengan Norma, Standar, dan Prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 
5) Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan/ 
mutasi dan pemberhentian baik dari dalam dan dari jabatan struktural atau 
fumgsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
6) Melakukan penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil 
Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan, 
7) Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri 
Sipil Daerah, perangkat daerah Provinsi adalah perangkat daerah Provinsi 
Kepulauan Riau sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah 
ditetapkandalam peraturan perundang-undangan, 
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8) Penyelenggaraan Administrasi pegawai Negeri Sipil Daerah, 
9) Pengelolaan Sisten Kepegawaian di daerah, 
10) Menyampaikan informasi kepegawaian daerah kepada badan 
Kepegawaian Negaara. 
 
Dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Visi Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Provinsi kepulauan Riau 
melaksanakan kegiatan antara lain : 
1) Melakuakan penghimpunan dan perumusan kebijakan, pedoman dan 
petunjuk teknis pembinaan dan informasi data pegawai, pengembangan 
dan pendidikan dan pelatihan, pengangkatan dan penggajian, 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta jabatan funsional, 
2) Perumusan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan 
(BKPP), 
3) Pembinaan Kedisiplinan Pegawai dan pengusulan tanda penghargaan, 
4) Upaya peningkatan kesejahteraan pegawai, 
5) Penyusunan informasi pegawai, 
6) Penyelenggaraan pengambilan sumpah jansi Pegawai Negeri Sipil, 
7) Pengiriman aparatur untuk mengikuti tugas belajar dan ujuan Dians, 
8) Pengembangan karier pegawai dan penyusunan daftar Urut kepangkatan 
(DUK) 
9) Pengiriman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengikuti latihan 
prajabatan, 
10) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis funsional pegawai dan 
penyeleksian pegawai yang mengikuti DIKLAT, 
11) Melakukan monitoring dan evaluasi pendayagunaan alumni pendidikan 
dan latihan teknis fungsional, 
12) Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat pegawai golongan I, II, III, 
dan IV, 
29 
 
 
 
13) Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan administrasi 
pemindahan staf, 
14) Pengelolaan administrasi pengangkatan dan pelatihan dalam jabatan 
struktural, 
15) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengelolanan Administrasi 
pemberhentian dan pensiun pegawai, 
16) Inventarisasi pejabat fungsional pendidikan dan  pejabat fungsional non 
pendidikan, 
17) Koordinasi tim penilai Penetapan Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional 
pendidikan dan non pendidikan, 
18) Pengelolaan Administrasi kenaikan pangkat pejabata fungsional 
pendidikan dan non pendidikan, 
19) Pengelolaan kesekretariatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan.   
 
D. Visi dan Misi BKPP Provinsi Kepulauan Riau 
 
a. Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Provinsi 
kepulauan Riau. 
Untuk mengetahui gambaran-gambaran yang jelas kearah mana Pegawai 
Negeri Sipil atau aparatur Negara kedepan untuk mewujudkan tujuan yang 
akan dicapai oleh Organisasi, maka disusunlahi Visi Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Provinsi kepulauan Riau, sebagai berikut : 
”Menjadikan Pegawai Negeri Sipil Berkualitas, Profesional dan Mempunyai 
Kompetensi dalam Melaksanakan Tugas”.  
b. Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Provinsi 
kepulauan Riau. 
Untuk dapat merealisasikan Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan (BKPP) Provinsi kepulauan Riau seperti tersebut diatas, maka 
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disusunlah Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 
Provinsi kepulauan Riau seperti berikut :  
1. Menyediakan SDM dalam jumlah yang cukup dengan kualifikasi yang 
sesuai dengan kebutuhan 
2. Meningkatkan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya 
masing-masing, 
3. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja aparatur, 
4. Menciptakan budaya aparatur yang bebas KKN. 
 
E. Karakteristik Pegawai  
Pegawai yang bekerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Provinsi kepulauan Riau terdiri dari berbagai karakteristik yang 
berbeda, baik dari jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun dari segi usian, serta 
profesionalisme kerja pegawai juga dapat dilihat dari pegawai dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau.  Adapun karakteristik pegawai meliputi : 
 
1.  Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
 Adapun pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari Tabel 
yang disajikan berikut ini : 
Tabel III.2 
Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah 
(Orang) 
Persentase 
(%) 
1 Laki-laki 27 42,55 
2 Perempuan 20 57,45 
 Jumlah 47 100.00 
    Sumber Data : Badan Kepegawaian, Diklat Provinsi Kepri Tahun 2009 
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 Berdasarkan pada Tabel III.2 terlihat jelas bahwa pegawai berdasarkan 
jenis kelamin terdiri dari jenis kelamin Laki-laki berjumlah 27 orang (42,55 
%), dan pegawai berjenis kelamin Perempuan berjumlah 20 orang (57,45 %) 
yang paling dominan adalah pegawai berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 27 
orang.  Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja di Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan didominasi oleh Laki-laki yang 
memiliki tanggung jawab kerja yang lebih banyak lagi. 
 
2. Pegawai Berdasarkan Umur 
 Pegawai yang bekerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari tingkat usia yang berbeda. 
Berdasarkan data yang diperoleh, pegawai berdasarkan umur dapat dilihat 
pada Tabel di bawah ini : 
Tabel III.3 
Pegawai Berdasarkan Umur 
No Umur Jumlah 
(Orang) 
Persentase 
(%) 
1 20 - 25  Tahun   5 10,64 
2 26 - 30  Tahun 10 21,28 
3 31 - 35  Tahun   8 17,02 
4 36 - 40  Tahun 10 21,28 
5 41 - 45  Tahun   9 19,14 
6 46  ke atas   5 10,64 
 Jumlah 47 100.00 
           Sumber Data : Badan Kepegawaian, Diklat Provinsi Kepri Tahun 2009 
 
Berdasarkan pada Tabel III.3 terlihat jelas bahwa pegawai menurut 
usia 26-30 Tahun dan usia 36-40 Tahun berjumlah 10 orang (21,28 %), 
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pegawai berdasarkan umur 41-45 Tahun berjumlah 9 orang (19,14%), 
pegawai dengan usia 31-35 Tahun berjumlah 8 orang (17,02%), pegawai 
dengan usia 20-25 Tahun berjumlah 5 orang (10,64 %) dan yang berusia 46 
tahun ke atas berjumlah 5 orang (10,64%).  Diketahui usia pegawai yang 
paling dominan adalah usia 26-30 Tahun memiliki jumlah yang seimbang 
dengan pegawai yang berusia 36-40 Tahun. Ini menunjukkan bahwa pegawai 
yang bekerja masih tergolong usia produktif dan mampu melaksanakan tugas 
berdasarkan Tupoksi pegawai secara profesional. 
 
3.  Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
 Pegawai yang bekerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Provinsi Kepri berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, yaitu 
dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 
Tabel III.4 
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
      Sumber Data : Badan Kepegawaian, Diklat Provinsi Kepri Tahun 2009 
 
Berdasarkan pada Tabel III.4 terlihat jelas bahwa pegawai dengan 
tingkat pendidikan Strata I /S.1 berjumlah 29 orang (61,70%), pegawai 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
(Orang) 
Persentase 
(%) 
1 SMA 10 21,28 
2 Diploma /D.III   5 10,64 
3 Strata I /S.1 29 61,70 
4 Strata II/ S.2   3 6,38 
 Jumlah 47 100.00 
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berdasarkan tingkat pendidikan SMA berjumlah 10 orang (21,28%), pegawai 
berdasarkan tingkat pendidikan Diploma/D.III berjumlah 5 orang (10,64%), 
dan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Strata II /S.2 berjumlah 3 orang 
(6,38%).  Dari data tersebut mengindikasikan bahwa Sumber Daya Manusia 
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi KEPRI sudah 
termasuk baik dan seimbang, artinya hampir semua pegawai Sarjana.  Dengan 
didukung dengan tingkat pendidikan yang tinggi tersebut pegawai dapat 
dikatakan sudah memenuhi persyaratan dari profesionalisme yaitu memiliki 
pendidikan yang sudah cukup baik rata-rata pegawai Sarjana. 
 
4.  Pegawai Berdasarkan Golongan 
 Adapun pegawai berdasarkan golongan juga dapat di lihat pada Tabel 
yang disajikan berikut  ini : 
Tabel III.5 
Pegawai Berdasarkan Golongan 
 
No Golongan Jumlah 
(Orang) 
Persentase 
(%) 
1 IV/a- IV/c  8 17,02 
2 III/a- III/d 29 61,70 
3 II/a- II/c 10 21,28 
 Jumlah 47 100.00 
         Sumber Data : Badan Kepegawaian, Diklat Provinsi Kepri Tahun 2009 
 
Berdasarkan pada Tabel III.5 terlihat jelas bahwa pegawai berdasarkan 
golongan, terdiri dari golongan III/a- III/d berjumlah 29 orang (61,70%), 
pegawai berdasarkan golongan II/a- II/c berjumlah 10 orang (21,28%), dan 
pegawai berdasarkan golongan IV/a- IV/c berjumlah 8 orang (17,02%).  Dari 
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data yang diperoleh maka dapat dikatakan pegawai berdasarkan golongan 
rata-rata sudah baik dan dapat mendukung ke arah profesionalisme kerja, 
maksudnya dari segi golongan semua pegawai sudah cukup baik. 
 
F. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Suatu instansi mempunyai struktur organisasi, ini dimaksudkan untuk 
membagi pekerjaan sehingga akan terlihat tugas dan fungsi masing-masing 
bagian dan kepada siapa bagian-bagian tersebut harus di pertanggung jawabkan 
dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya. 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada bagian Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai beberapa bagian di 
dalannya untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugasnya 
khususnya tentang masalah kepegawaian yang menjadi tugas pokok dari badan 
tersebut yang menengani masalah kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Di 
lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan 
Riau  terdiri atas : 
1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
Yang Memiliki Tugas dan Tanggung Jawab : 
a) Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan, evaluasi, 
keuangan, umum dan kepegawaian, 
b) Menyusun program dan pengendalian di bidang kepegawaian daerah, 
c) Merumuskan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pengadaan, mutasi dan 
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, 
d) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan 
pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui pendidikan dan 
pelatihan, pengangkatan karier jabatan struktural dan jabatan fungsional 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
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e) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengangkatan, pemindahan 
dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan  jabatan 
fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
f) Merumuskan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan dan disiplin 
Pegawai Negeri Sipil Daerah, 
g) Melakukan pengelolaan data informasi dan analisis potensi Pegawai 
Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
h) Melaksanakan tugas lainnya di bidang kepegawaian yang diserahkan oleh 
Gubernur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. 
 
2. SEKRETARIAT 
 Tugas dan Tanggung Jawab 
a) Penyusunan perencanaan dan evaluasi di bidang kepegawaian, 
b) Penyelenggaraan dan perencanaan urusan tata usaha, 
c) Pengevaluasian dan pengkoordinasian urusan tata usaha dan 
kepegawaian, 
d) Pengelolaan keuangan, kepegawaian dan  umum, 
e) Pelaksanaan tugas lainnya di bidang sekretariat yang diberikan oleh 
Kepala Badan. 
Bagian Sekretariat  terdiri dari : 
a) Sub Bagian Keuangan  
Tugas dan Tanggung Jawab 
1) Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan, 
2) Menyusun rencana anggaran keuangan Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan, 
3) Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja langsung 
dan tidak langsung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan, 
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4) Melakukan pembukuan anggaran belanja langsung dan tidak 
langsung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 
5) Menyusun laporan penggunaan anggaran Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan, 
6) Menyusun revisi anggaran keuangan Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan, 
7) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
subbagian keuangan, 
8) Melaksanakan tugas lainnya di bidang keuangan yang diberikan 
oleh Sekretaris.  
 
b) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi   
Tugas dan Tanggung Jawab 
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, 
2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana jangka menengah dan 
tahunan pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan, 
3) Mengumpulkan data dalam rangka perencanaan dan penyusunan 
laporan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 
4) Memonitor pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan, 
5) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub 
bagian Perencanaan dan Evaluasi, 
6) Melaksanakan tugas lainnya di bidang perencanaan dan evaluasi 
yang diberikan oleh Sekretaris. 
 
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Tugas dan Tanggung Jawab  
1) Merencanakan kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian, 
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2) Melaksanakan administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan, 
3) Mengelola arsip dan dokumen Pegawai Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan, 
4) Mencatat, mengagendakan, dan mendistribusikan surat-surat 
masuk dan keluar Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan, 
5) Melaksanakan pemeliharaan ruangan dan fasilitas kerja Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 
6) Menyediakan alat tulis kantor dan fasilitas kerja  Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 
7) Mengelola aset Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 
8) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
subbagian Umum dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan, 
9) Melaksanakan tugas lainnya di bidang umum dan kepegawaian 
yang diberikan oleh Sekretaris. 
 
3. BIDANG PENGADAAN PEGAWAI  
Tugas dan Tanggung Jawab  
a) Penyiapan rencana kebutuhan pegawai, 
b) Pengelolaan data pegawai, 
c) Penyusunan daftar urut kepangkatan, 
d) Penyelenggaraan pengadaan pegawai, 
e) Pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengadaan pegawai yang diberikan 
oleh Kepala Badan. 
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Bidang Administrasi Kepegawaian terdiri dari: 
a) Sub Bidang Perencanaan Pegawai  
Tugas dan Tanggung Jawab 
1) Merencanakan kegiatan sub bidang Perencanaan Formasi, 
2) Menyusun formasi kebutuhan pegawai, 
3) Membuat Laporan Kepegawaian, 
4) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub 
Bidang Perencanaan Formasi, 
5) Melaksanakan tugas lainnya di bidang perencanaan formasi 
yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
b) Sub Bidang Pengadaan  
Tugas dan Tanggung Jawab  
1) Merencanakan kegiatan sub bidang Pengadaan, 
2) Menyusun rencana pengadaan pegawai, 
3) Melaksanakan seleksi penerimaan pegawai, 
4) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub 
Bidang Pengadaan, 
5) Melaksanakan tugas lainnya di bidang Pengadaan yang 
diberikan oleh Kepala Bidang. 
c)  Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian  
Tugas dan Tanggung Jawab  
1) Merencanakan kegiatan sub bidang Sistem Informasi 
Kepegawaian, 
2) Membangun dan mengembangkan Sistem informasi 
Kepegawaian, 
3) Menghimpun dan memelihara data Kepegawaian,, 
4) Melakukan perubahan data Kepegawaian, 
5) Menjaga lalu lintas data Kepegawaian, 
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6) Menyediakan data mengenai Kepegawaian, 
7) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub 
bidang Sistem Informasi Kepegawaian, 
8) Melaksanakan tugas lainnya di bidang sistem informasi 
kegiatan yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
 
4. BIDANG MUTASI PEGAWAI 
Tugas dan Tanggung Jawab  
a) Menyusun program mutasi, 
b) Menyelenggarakan mutasi jabatan, 
c) Menyelenggarakan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, 
d) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Bidang Mutasi, 
e) Pelaksanakan tugas lainnya di bidang mutasi pegawai yang diberikan oleh 
Kepala Badan. 
Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari : 
a) Sub Bidang Mutasi Jabatan  
Tugas dan Tanggung Jawab  
1) Merencanakan kegiatan sub bidang mutasi jabatan, 
2) Menyiapkan bahan dalam rangka pengangkatan, pemindahan 
dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan ke jabatan 
struktural, 
3) Menyiapkan bahan dan mengusulkan untuk mendapatkan 
penetapan nomor induk pegawai, 
4) Memproses kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja, 
5) Menyiapkan dokumen untuk penerbitan kartu pegawai, kartu 
istri, dan kartu suami, 
6) Memproses kenaikan gaji berkala, 
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7) Memproses surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan 
PNS, 
8) Menyiapkan dan memproses bahan-bahan yang diperlukan untuk 
mutasi jabatan dan rapat BAPERJAKAT, 
9) Menyelenggarakan ujian dinas dan penyesuaian ijazah, 
10) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
subbidang Mutasi Jabatan, 
11) Melaksanakan tugas lainnya di bidang mutasi jabatan yang 
diberikan oleh Kepala Bidang. 
b) Sub Bidang Mutasi Non Jabatan   
Tugas dan Tanggung Jawab  
1) Merencanakan kegiatan Sub bidang Mutasi Non Jabatan 
(Fungsional), 
2) Menyelenggarakan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian 
pegawai negeri sipil dari dan ke jabatan fungsional, 
3) Mengelola penetapan angka kredit sesuai dengan peraturan 
perundangan yang telah ditetapkan, 
4) Membuat perencanaan pengangkatan jabatan fungsional 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, 
5) Memeriksa kelengkapan dan tata cara pengangkatan serta 
pemberhentian dalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan 
perundangan yang telah ditetapkan, 
6) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub 
bidang mutasi non jabatan, 
7) Melaksanakan tugas lainnya di bidang mutasi non jabatan yang 
diberikan oleh Kepala Bidang. 
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c) Sub Bidang Pensiun  
Tugas dan Tanggung Jawab  
1) Merencanakan kegiatan sub bidang pension, 
2) Menyiapkan bahan usulan pemberhentian atau pensiun pegawai 
negeri sipil, 
3) Mengelola administrasi pensiun pegawai negeri sipil, 
4) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub 
bidang pensiun, 
5) Melaksanakan tugas lainnya di bidang pensiun yang diberikan 
oleh Kepala Bidang. 
 
5. BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI 
Tugas dan Tanggung Jawab  
a) Penyusunan program kerja di bidang pengembangan pegawai, 
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 
pengembangan karier jabatan struktural sesuai dengan syarat dan 
kompetensi jabatan, 
c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 
pengembangan karier jabatan fungsional sesuai dengan syarat dan 
kompetensi jabatan, 
d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan 
pegawai, 
e) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di 
bidang pengembangan pegawai, 
f) Pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan pegawai yang diberikan 
oleh Kepala Badan. 
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Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari : 
a) Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai  
Tugas dan Tanggung Jawab  
1) Merencanakan kegiatan sub bidang pengembangan karier 
pegawai, 
2) Menyusun perencanaan karier pegawai, 
3) Melaksanakan analisa kebutuhan Diklat, 
4) Melakukan seleksi untuk penerimaan tugas belajar dan izin 
belajar, 
5) Melaksanakan tugas lainnya di bidang pengembangan karier 
pegawai yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
 
b) Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional  
Tugas dan Tanggung Jawab  
1) Merencanakan kegiatan subbidang pembinaan  jabatan 
fungsional, 
2) Melakukan seleksi terhadap tenaga fungsional yang akan 
mengikuti Diklat fungsional, 
3) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub 
bidang Pembinaan Jabatan Fungsional, 
4) Melaksanakan tugas lainnya di bidang pembinaan jabatan 
fungsional yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
 
6. BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI 
Tugas dan Tanggung Jawab  
a) Merencanakan kegiatan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, 
b) Melakukan pembinaan disiplin pegawai, 
c) Melakukan pembinaan mental spiritual pegawai, 
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d) Mempersiapkan bahan penyelesaian kasus-kasus Kepegawaian, 
e) Mengkoordinir program peningkatan kesejahteraan pegawai, 
f) Mengkoordinir pemberian tanda jasa kehormatan pegawai, 
g) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang 
Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, 
h) Melaksanakan tugas lainnya di bidang kesejahteraan dan disiplin pegawai 
yang diberikan oleh Kepala Badan. 
 
Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai terdiri dari: 
a) Sub Bidang Kesejahteraan  
Tugas dan Tanggung Jawab  
1) Melakukan pembinaan mental spiritual pegawai, 
2) Mempersiapkan bahan – bahan program penyejahteraan 
pegawai, 
3) Mengelola program peningkatan kesejahteraan pegawai, 
4) Memproses pemberian tanda jasa kehormatan pegawai, 
5) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
subbidang Kesejahteraan , 
6) Meneliti penyelesaian administrasi kartu pegawai, kartu 
isteri/suami dan kartu taspen, 
7) Melaksanakan tugas lainnya di bidang kesejahteraan yang 
diberikan oleh Kepala Bidang. 
 
b) Sub Bidang Disiplin Pegawai  
Tugas dan Tanggung Jawab  
1) Merencanakan kegiatan sub bidang Disiplin Pegawai, 
2) Melakukan pembinaan disiplin pegawai, 
3) Melakukan pembinaan mental Disiplin pegawai, 
4) Mempersiapkan bahan penyelesaian kasus-kasus Kepegawaian, 
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5) Mengelola program peningkatan disiplin pegawai, 
6) Menseleksi pemberian tanda jasa kehormatan pegawai, 
7) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, 
8) Melaksanakan tugas lainnya di bidang kesejahteraan dan disiplin 
pegawai yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
 
7. BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
Tugas dan Tanggung Jawab   
a) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, 
keuangan, umum dan kepegawaian, 
b) Penyusunan program dan pengendalian di bidang  pendidikan dan 
pelatihan, 
c) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis  
di bidang analisis kebutuhan dan akreditasi, 
d) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis 
di bidang penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan diklat teknis 
fungsional, 
e) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis  
di bidang kurikulum dan pembinaan widyaiswara, 
f) Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan oleh 
Kabupaten/Kota, 
g) Penyelengaraaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 
pendidikan dan pelatihan, 
h) Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan dan pelatihan yang 
diserahkan oleh Kepala Badan.  
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Balai Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :  
a) Sub Bidang Tata Usaha  
Tugas dan Tanggung Jawab  
1) Penyusunan perencanaan dan evaluasi di bidang kepegawaian, 
2) Penyelenggaraan dan perencanaan urusan tata usaha, 
3) Pengevaluasian dan pengkoordinasian urusan tata usaha dan 
kepegawaian, 
4) Pengelolaan keuangan, kepegawaian dan  umum, 
5) Pelaksanaan tugas lainnya di bidang tata usaha yang diberikan 
oleh Kepala Bidang. 
 
b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural  
Tugas dan Tanggung Jawab  
1) Penyiapan kurikulum dan Silabus untuk pelaksanaan diklat 
prajabatan dan struktural, 
2) Pengelolaan administrasi dan pendataan CPNS yang akan 
mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III, 
3) Penyiapan Surat Keputusan pembentukan panitia dan Surat 
Keputusan penetapan peserta Diklat struktural, 
4) Pendataan PNS dan memproses surat-surat yang berkaitan 
dengan pelaksanaan Diklat Struktural, 
5) Penyiapan surat menyurat dan naskah dinas yang berkaitan 
dengan pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol II dan I, 
6) Penyiapan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan 
pelaksanaan diklat struktural fungsional dan prajabatan, 
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
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c) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional  
Tugas dan Tanggung Jawab  
1) Penyiapan kurikulum dan Silabus untuk pelaksanaan Diklat 
Teknis Fungsional, 
2) Penghimpunan data PNS yang berkaitan dengan pelaksanaan 
Diklat Fungsional, 
3) Pengadministrasian dan pengolahan data dan melaksanakan 
proses Diklat teknis sesuai bidang tugas, 
4) Pelaksanaan proses administrasi dan pendataan PNS yang akan 
mengikuti Tugas Belajar dan Ijin Belajar, 
5) Penghimpunan data untuk proses pelaksanaan ujian Dinas, 
6) Pelaksanaan proses ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, 
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
 
G. Tata Kerja BKPP Provinsi Kepulauan Riau  
 
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan 
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan unit organisasi masing-masing maupun antar 
suatu organisasi di lingkungan pemerintah Provinsi dengan instansi lain di luar 
Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing. 
 
a. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 
masing-masing dan bila terhjadi penyimpangan, mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku, 
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b. Setiap pimpinan organisasi suatu organisasi bertanggungjawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya, 
c. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta 
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya, 
d. Setiap laoparan yang diterima oleh satuan pimpinan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi bawahanya, 
e.  Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib 
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja, 
f. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan oraganisasi 
dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahannya masing-masing. 
H. Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau 
 
Untuk mendukung kerja pegawai maka perlu tersedianya fasilitas kerja 
yakni sarana dan prasanan kerja pegawai yang cukup.  Sesuai dengan data yang 
diperoleh maka sarana dan prasana kerja pegawai pada Badan Kepegwaian, 
Diklat Provinsi Peri dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel III.6 
Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai 
 
No Nama/Jenis sarana dan Prasarana Jumlah 
1 Finger Print (mesin absensi)   4 
2 Finger Scan   7 
3 Mesin Fotocopy   2 
4 Filling Cabinet  15 
5 Counter Box   2 
6 Brankas   1 
7 Lemari Arsip Kaca   3 
8 Mesin Penghancur Kertas   1 
9 Almari   6 
10 Meja Rapat   6 
11 Kursi Putar 30 
12 Kursi Biasa 55 
13 Meja Komputer   9 
14 Sofa   1 
15 Komputer 15 
16 Multimedia PC   2 
17 Laptop 11 
18 Hard disk dan Hard drive 14 
19 Printer Laser Jet 13 
20 Scanner    2 
21 Meja Kerja Kantor 31 
22 Kursi Hadap Meja Kerja Ess II   2 
23 Lemari Buku Ruangan Ess II   1 
24 Box Arsip    1 
25 Lemari Arsip dan Lemari Tv   7 
26 Infocus   1 
27 Projektor   1 
28 VPS 2200 VA dan VPS 700 VA   7 
         Sumber Data : Badan Kepegawaian, Diklat Provinsi Kepri Tahun 2009 
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  Berdasarkan dari Tabel III.6 di atas maka terlihat jelas bahwa sarana 
dan prasarana kerja pegawai sangat lengkap, mulai dari komputer yang tersedia 
sebanyak 15 unit, printer yang tersedia sebanyak 4 unit, termasuk juga Laptop 
berjumlah 11 unit untuk mendukung profesional kerja pegawai sudah dilengkapi  
oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau.  
 
I. Nilai-Nilai Bersama 
Adapun nila-nilai yang bersama yang perlu dikembangkan pada Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi KEPRI adalah : 
1. Profesionalisme, Profesional artinya mampu melaksanakan tugas sesuai 
dengan harapan atau standar yang telah ditetapkan organisasi. 
Profesionalisme sangat penting karena tanpa profesionalisme di kalangan 
pegawainya maka visi dan misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau akan sulit terwujud. Untuk itu, setiap 
pegawai, apapun jabatannya, dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan 
kemampuannya, mempunyai disiplin yang tinggi dan berorientasi pada hasil 
kerja.  
2.  Kejujuran, Jujur artinya obyektif terhadap diri sendiri. Setaip pegawai 
diharapkan dapat bersikap jujur. Kejujuran merupakan modal paling 
berharga bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. 
3.  Integritas, artinya, ada kesamaan antara perkataan dan perbuatan. Pegawai 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau 
diharapkan memiliki integritas yang tinggi. Dengan demikian maka mereka 
akan lebih konsekuen dalam memperjuangkan kepentingan umum dan 
melayani masyarakat.  
4.  Akuntabel, adalah kesediaan pegawai untuk mempertanggung jawabkan 
segala tindakan dan keputusan yang dibuatnya kepada atasannya masing-
masing dan juga masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung 
melalui wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat. Sehubungan 
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dengan itu maka setiap pegawai harus mempunyai uraian tugas dan 
tanggung jawab yang jelas sehingga dapat diketahui dengan jelas siapa 
bertanggung jawab atas urusan apa. Selain itu, transparansi dalam proses 
pembuatan kebijakan publik perlu pula ditingkatkan. 
5.  Teamwork, Walaupun setiap pegawai mempunyai tugasnya masing-masing, 
namun mereka diharapkan mengutamakan kerjasama tim. Dengan demikian 
maka terjadi sinergi dalam pencapaian target-target kerja yang telah 
ditetapkan organisasi. 
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Gambar III.1 
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Gambar III.2 
Bagan Stuktur Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
  
Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas 
dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain 
kecuali peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang 
memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam 
memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan 
masyarakat. 
Untuk menciptakan sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
di atas, maka dipandang perlu menetapkan kembali norma pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural secara sistematik dan terukur 
mampu menampilkan sosok pejabat struktural yang profesional sekaligus 
berfungsi sebagai pemersatu serta perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dengan tetap memperhatikan perkembangan dan intensitas tuntutan keterbukaan, 
demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup. 
Untuk mencapai obyektifitas dan keadilan dalam pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah juga menerapkan nilai-nilai impersonal, 
keterbukaan, dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur bagi Pegawai 
Negeri Sipil. 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural antara lain 
dimaksudkan untuk membina karier Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan 
struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme 
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan 
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untuk jabatan tersebut serta syarat-syarat obyektif lainnya tanpa membedakan 
jenis kelamis, suku, agama, ras, atau golongan (SARA). 
 Dengan adanya ketentuan pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan 
struktural ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang 
berwenang dan pejabat yang secara fungsional membidangi tentang Manajemen 
Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dalam memproses pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.  
Tabel IV.1 
Tabel Eselon dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural Sesuai  
PP Nomor 13 Tahun 2002 
Sumber Data : http://www.gtzsfgg.or.id/uploads/docs/csr/civilservice/pp_ 
13_2002. pdf 
NO ESELON 
JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG 
TERENDAH TERTINGGI 
PANGKAT GOL/RUANG PANGKAT GOL/RUANG 
1 I a Pembina 
Utama Madya 
IV/d Pembina Utama IV/e 
2 I b Pembina 
Utama Muda 
IV/c Pembina Utama IV/e 
3 II a Pembina 
Utama Muda 
IV/c Pembina Utama 
Madya 
IV/d 
4 II b Pembina 
Tingkat I 
IV/b Pembina Utama 
Muda 
IV/c 
5 III a Pembina IV/a Pembina Tingkat 
I 
IV/b 
6 III b Penata Tingkat 
I 
III/d Pembina IV/a 
7 IV a Penata III/c Penata Tingkat I III/d 
8 IV b Penata Muda 
Tingkat I 
III/b Penata III/c 
9 V a Penata Muda III/a Penata Muda 
Tingkat I 
III/b 
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Penetapan eselon  pada table IV.1 tersebut  ditetapkan berdasarkan 
penilaian atas bobot tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Penetapan eselon V 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. 
Penetapan eselon V dilakukan secara selektif dan  dilaksanakan 
dengan memperhatikan : 
a. Kebutuhan organisasi, 
b. Rentang kendali, 
c. Kondisi geografis, 
d. Karakteristik tugas pokok dan fungsi jabatan yang berhubungan 
langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. 
Pada umumnya jabatan-jabatan yang struktural adalah jabatan-jabatan 
yang bersifat manajerial, sedangkan jabatan-jabatan fungsional adalah jabatan-
jabatan yang bersifat teknis. 
Prinsip pokok penempatan dalam jabatan adalah menempatkan 
Pegawai Negeri Sipil  yang tepat pada tempat yang tepat. Untuk dapat 
melaksanakan prinsip pokok ini, maka perlu ada ukuran yang digunakan sebagai 
dasar, sehingga dengan demikian ada ukuran yang sama yang dapat digunakan 
untuk mempertimbangkan pengangkatan seseorang dalam jabatan. 
Pada umumnya hal-hal yang seharusnya diperhatikan dalam 
mempertimbangkan penempatan dalam jabatan adalah sebagai berikut : 
a. Penilaian pelaksanaan pekerjaan, 
b. Keahlian, 
c. Perhatian (interest), 
d. Daftar urut kepangkatan(DUK), 
e. Kesetiaan, 
f. Pengalaman, 
g. Dapat dipercaya, 
h. Kemungkinan pengembangan. 
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Dalam sistem pembinaan karier yang sehat selalu ada pengkaitan yang 
erat antara jabatan dan pangkat, artinya seorang Pegawai Negeri Sipil yang 
ditunjuk menduduki suatu jabatan haruslah mempunyai pangkat yang sesuai 
untuk jabatan itu.  
Kemudian berdasarkan data yang diperoleh penulis kebutuhan 
promosi atau kenaikan jabatan struktural yang dilakukan oleh Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 
2009 adalah sebanyak 14 orang pegawai dari pejabat eselon III untuk mengisi 
berbagai jabatan yang baru di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Dan 
kegiatan kenaikan jabatan struktural  dilakukan dalam 2 periode dalam satu 
tahun  yaitu untuk periode pertama pada bulan April dan untuk periode kedua 
dilaksanakan pada bulan Oktober, kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap 
tahun untuk mengisi jabatan yang kosong. 
Seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan 
struktural harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
A. Syarat-Syarat Kenaikan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil 
Setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan 
tertentu. Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan 
prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang 
pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa 
membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan. 
 Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 
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Jabatan karier adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang 
hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat diangkat dalam 
jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan 
tertentu. 
Penetapan Jabatan Struktural Eselon I pada Instansi Pusat ditetapkan 
oleh Presiden atas usul Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan 
tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur 
negara. 
Jabatan Struktural Eselon II ke bawah pada Instansi Pusat ditetapkan 
oleh Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri 
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. 
Jabatan Struktural Eselon I ke bawah di Provinsi dan Jabatan 
Struktural Eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Syarat pengangkatan dalam jabatan struktural untuk dapat diangkat 
dalam jabatan struktural seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada PP No 
13 tahun 2002 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan 
struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil 
Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil dalam Dalam UU No 43 
tahun 1997 tentang pokok kepegawaian menyatakan Pegawai Negeri 
adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi 
syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 
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Di dalam jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh Pegawai 
Negeri Sipil (PNS). Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dapat 
menduduki jabatan struktural karena masih dalam masa percobaan dan 
belum mempunyai pangkat. 
2. Serendah-rendahnya Memiliki Pangkat 1 Tingkat Di Bawah 
Jenjang Pangkat Yang Ditentukan 
Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki satu tingkat dibawah 
jenjang pangkat yang ditentukan akan dipandang telah memenuhi 
kualifikasi yang baik dan cukup mempunyai pengalaman dalam jabatan 
satu tingkat diatasnya yang akan di laksanakannya. 
Para pegawai tersebut setidaknya sudah mengetahui tugas, pokok 
dan fungsi jabatan yang akan mereka tempati. Kemudian mereka juga 
mengetahui seluk beluk dari jabatan tersebut dan juga masalah yang 
akan timbul dari jabatan yang akan mereka tempati tersebut, sehingga 
mereka dapat membuat suatu penyelesaian atau pemecahan masalah  
yang benar bagi kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan 
pegawai itu sendiri. 
Misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. Hasby NIP 
19611229 198603 1 016 Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b 
menjabat sebagai Kepala Bidang Mutasi akan diangkat menjadi Kepala 
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Provinsi Kepulauan 
Riau. Dengan demikian Drs. Hasby dapat diangkat dalam jabatan 
struktural tersebut karena untuk menduduki jabatan tersebut pangkat 
terendah eselon II adalah Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan 
jabatan kepala bidang mutasi adalah 1 (satu) tingkat dibawah jabatan 
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 
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3. Memiliki Kualifikasi Dan Tingkat Pendidikan Yang Diperlukan  
Kualifikasi dan tingkat pendidikan pada dasarnya akan 
mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara professional, 
khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis maupun 
metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya. 
Misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Chevi Fantastic, 
SH, NIP 19851211 198703 1 006 Pembina Tingkat I golongan/ruang 
IVb dengan pendidikan terakhir adalah Sarjana Hukum (SH) akan 
diangkat dalam jabatan Kepala Biro Hukum dan Ortal (eselon IIa) pada 
lingkungan Pemerintahan Kepulauan Riau. Dengan demikian Chevi 
Fantastic, SH dapat diangkat dalam jabatan struktural karena memiliki 
kualifikasi dan tingkat pendidikannya sesuai yang dibutuhkan dalam 
jabatan sebagai Kepala Biro Hukum dan Ortal karena jabatan tersebut 
berhubungan dengan hukum. 
4. Semua Unsur Penilaian Prestasi Kerja DP-3 (Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan) Sekurang-kurangnya Bernilai Baik Dalam 
2 Tahun Terakhir 
Dalam rangka usaha lebih menjamin obyektifitas dalam 
pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan prestasi 
kerja. Telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 
tentang Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 
Tujuan pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-
3) adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan obyektif dalam 
pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan prestasi 
kerja. 
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Penilaian pelaksanaan pekerjaan harus dibuat obyektif dan seteliti 
mungkin berdasarkan data yang tersedia. Untuk ini setiap pejabat yang 
berwenang membuat DP-3 yaitu para pejabat diatas pegawai yang akan 
diberikan kenaikan jabatan struktural seperti Kepala Sub Bidang dan 
Kepala Bagian, berkewajiban membuat dan memelihara catatan 
mengenai pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungannya masing-
masing. 
Adapun unsur-unsur yang dinilai dalam pembuatan Daftar 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) adalah sebagai berikut : 
1) KESETIAAN 
Kesetiaan adalah kesetiaan, ketatan dan pengabdian kepada 
Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. 
Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan adalah tekad 
dan kesanggupan mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan 
sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 
Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap 
dan tingkah laku sehari-hari serta dalam melaksanakan tugas. 
Pegawai negeri sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi 
Negara, dan Abdi Masyarakat wajib setia, taat dan mengabdi 
sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 
Negara dan Pemerintah. 
Kesetiaan dan pengabdian timbul dari pengetahuan dan 
pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu setiap Pegawai 
Negeri Sipil wajib mempelajari, memahami, melaksanakan, dan 
mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan 
Negara, Politik, Kebijaksanaan, dan rencana-rencana Pemerintah. 
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2) PRESTASI KERJA 
Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 
kepadanya. 
Pada umumnya, prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil 
anatara lain dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, 
pengalaman, dan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan. 
3) TANGGUNG JAWAB 
Tanggung jawab adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil 
menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan 
sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul 
resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang 
dilakukannya. 
4) KETAATAN 
Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk 
mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan 
kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang 
diberikan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk 
tidak melanggar larangan yang ditentukan.  
5) KEJUJURAN 
Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran adalah 
ketulusan hati seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
melaksanakan tugas dan kemapuan untuk tidak menyalahgunakan 
wewenang yang diberikan kepadanya. 
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6) KERJA SAMA 
Kerja sama adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk 
bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan 
sesuatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan 
hasil guna yang sebesar-besarnya. 
7) PRAKARSA 
Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk 
mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan 
sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas 
pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. 
8) KEPEMIMPINAN (khusus bagi pemegang jabatan struktural) 
Kepemimpinan adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil 
untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara 
maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.  
Penilaian unsur kepemimpinan hanya dikenakan bagi Pegawai 
Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a 
ke atas yang memangku suatu jabatan. 
Pejabat penilai dalam pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP-3) adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang 
dinilai. Dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau 
pejabat lain yang setingkat dengan itu, kecuali ditentukan oleh Menteri, 
Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi 
Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, Gubernur 
kepala daerah tingkat I dalam lingkungannya masing-masing. 
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Atasan jabatan penilai berkewajiban memeriksa dengan seksama 
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) yang disampaikan 
kepadanya, baik ada keberatan maupun tidak dari Pegawai Negeri Sipil 
yang dinilai. 
Pegawai Negeri Sipil yang merasa keberatan atas penilaian 
sebagaimana tertuang dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP-3), baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat mengajukan 
keberatan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Atasan Pejabat 
Penilai melalui hierarki. Keberatan tersebut dituliskan dalam Daftar 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pada ruang yang telah 
disediakan. 
Semua nilai DP-3 dijumlahkan lalu dibagi yang hasilnya akan 
menunjukkan prestasi kerjanya. Dalam penilaian DP-3 nilai pelaksanaan 
pekerjaan dinyatakan dalam sebutan dan angka sebagai berikut : 
(1). Amat Baik  = 91 – 100 
(2). Baik = 76 – 90 
(3). Cukup = 61 – 75 
(4). Sedang = 51 – 60 
(5). Kurang = 51 ke bawah. 
Apabila setiap unsur yang dinilai sekurang-kurangnya bernilai 
baik dan mengalami peningkatan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 
terakhir, maka pegawai yang bersangkutan memenuhi salah satu syarat 
untuk dapat dipertimbangkan diangkat dalam jabatan struktural. 
5. Memiliki Kompetensi Jabatan Yang Diperlukan 
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki 
oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan 
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dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, 
sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya 
secara professional, efektif dan efisien.  
Wujud dari kompetensi dilihat dari tingkat pendidikan yang 
dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil baik diperoleh melalui 
pendidikan formal maupun non-formal (kursus).  
Pihak yang akan menilai kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil 
adalah tim BEPERJAKAT Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatiahan Provinsi Kepualuan Riau pada tahun tersebut yang akan 
dijadikan pertimbangan dalam kenaikan jabatan struktural. 
6. Sehat Jasmani Dan Rohani 
Sehat jasmani dan rohani di syaratkan dalam jabatan struktural 
karena seseorang yang akan diangkat dalam jabatan tersebut harus 
mampu menjalankan tugas secara professional, efektif, dan efisien. 
Sehat jasmani diartikan bahwa secara fisik seorang Pegawai 
Negeri Sipil tidak dalam keadaan sakit-sakitan sehingga mampu 
menjalankan jabatannya dengan sebaik-baiknya. 
Sedangkan sehat rohani di artikan bahwa secara rohani atau 
kejiwaan seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dalam keadaan terganggu 
mental dan jiwanya, sehingga mampu berfikir baik dan rasional. 
Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk saat ini 
masalah kesehatan calan Pegawai Negeri Sipil yang akan menaiki suatu 
jabatan struktural dari eselon V tidak harus mengikuti atau memberikan 
surat keterangan dari dokter, dan apabila Pegawai Negeri Sipil itu 
dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab bisa 
diajukan untuk kenaikan jabatan struktural.  
Sedangkan untuk jabatan eselon II keatas diharuskan untuk 
mengikuti tes kesehatan di rumah sakit umum yang telah ditunjuk oleh 
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Tim BAPERJAKAT dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan 
Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau. 
Selain persyaratan diatas Ibu Iryanti selaku Kepala Sub Bidang Mutasi 
Jabatan mengatakan : 
“bahwa Gubernur Kepulauan Riau sebagai pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor lain, ini sesuai 
dengan PP No 13 tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil dalam jabatan struktural”. (05 Maret 2010) 
Adapun faktor yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 
1. Senioritas Dalam Kepangkatan 
Senioritas dalam kepangkatan digunakan apabila ada 2 (dua) atau 
lebih Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk diangkat 
dalam jabatan struktural semua memiliki pangkat yang sama. 
Dalam hal yang demikian untuk menentukan salah satu orang 
diantara 2 (dua) orang calon atau lebih yang akan menduduki suatu 
jabatan struktural tersebut, maka digunakan faktor senioritas dalam 
kepangkatan dan mempunyai masa kerja paling lama dalam pangkat 
tersebut diprioritaskan. Apabila calon yang memiliki kepangkatan 
senior ternyata tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam 
jabatan struktural, maka pejabat yang berwenang wajib 
memberitahukan alasannya secara langsung kepada Pegawai Negeri 
Sipil yang bersangkutan baik secara lisan maupun tulisan. 
2. Usia 
Dalam menentukan proritas dari aspek usia harus dipertimbangkan 
faktor pengembangan dan kesempatan yang lebih luas bagi Pegawai 
Negeri Sipil dalam melaksanakan suatu jabatan struktural. Dengan 
demikian yang bersangkutan memiliki cukup waktu untuk menyusun 
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dan melaksanakan rencana kerja, serta melakukan evaluasi hasil 
kerjanya. 
Misalnya untuk mengisi satu jabatn eselon II terdapat 2 (dua) 
orang calon yang telah memenuhi persyaratan dan masing-masing 
berusia 50 tahun dan 53 tahun, dalam hal demikian Pegawai Negeri 
Sipil yang berusia 50 tahun lebih layak dan pantas dipertimbangkan 
untuk diangkat dalam jabatan baru tersebut, karena yang bersangkutan 
masih memiliki kesempatan melaksanakan tugas jabatannya selama 6 
(enam) tahun samapai dengan Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai 
Negeri Sipil. 
3. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Jabatan 
Pendidikan dan Pelatihan  Kepemimpinan (Diklatpim) merupakan 
pendidikan yang harus diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah 
diangkat dalam jabatan struktural. Dengan demikian bagi Pegawai 
Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural untuk pertama 
kali atau setingkat lebih tinggi (Perpindahan secara vertikal) wajib 
dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memenuhi persyaratan jabatan 
yang ditentukan. 
Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil 
yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan 
lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai 
dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. 
Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan 
kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberikan sertifikasi sesuai 
dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina dan instansi 
pengendali serta dianggap telah mengikuti dan lulus pendidikan dan 
pelatihan kepemimpinan untuk jabatan tersebut. 
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Dalam setiap tahun anggaran Pejabat Pembina Kepegawaian 
merencanakan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk 
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai 
dengan kebutuhannya. Dalam perencanaan tersebut diprioritaskan 
Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural 
tetapi belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
(Diklatpim) sesuai dengan persyaratan jabatan struktural yang 
didudukinya. 
Adapun syarat-syarat untuk menduduki suatu jabatan struktural 
berdasarkan eselon adalah sebagai berikut : 
(1). Syarat untuk menduduki jabatan struktural eselon V 
a. Minimal golongan/ruang II/d untuk Eselon Va, 
b. Minimal golongan/ruang II/c untuk Eselon Vb, 
c. ADUM/SEPADA, 
d. Minimal pendidikan SLTA atau sederajat, 
e. Memiliki jenis DIKLAT teknis yang sesuai dengan tugas. 
(2). Syarat untuk menduduki jabatan struktural eselon IV 
a. Minimal golongan/ruang III/b untuk Eselon IVa, 
b. Minimal golongan/ruang III/a untuk Eselon IVb, 
c. ADUMLA/SEPELA, 
d. Minimal pendidikan Diploma III, 
e. Memilki 2 (dua) jenis DIKLAT teknis yang sesuai dengan 
tugas pokok, 
f. Dalam promosi diutamakan belum pernah menduduki 
jabatan struktural pada eselon sebelumnya. 
(3). Syarat untuk menduduki jabatan struktural eselon III 
a. Minimal golongan/ruang III/d untuk Eselon IIIa, 
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b. Minimal golongan/ruang III/c untuk Eselon IIIb, 
c. SPAMA/SEPADYA, 
d. Minimal pendidikan Diploma III, 
e. Diutamakan memilki 2 (dua) jenis DIKLAT teknis yang 
sesuai dengan tugas pokok, 
f. Dalam hal promosi diutamakan belum pernah 2 (dua) kali 
menduduki jabatan struktural pada eselon sebelumnya. 
(4). Syarat untuk menduduki jabatan struktural eselon II 
a. Minimal golongan/ruang IV/d untuk Eselon IIa, 
b. Minimal golongan/ruang IV/b untuk Eselon IIb, 
c. SPAMEN/SESPA, 
d. Minimal pendidikan Strata 1 (S1), 
e. Diutamakan memilki 1 (satu) jenis DIKLAT teknis yang 
sesuai dengan tugas pokok, 
f. Dalam hal promosi diutamakan sebelumnya pernah 
menduduki 2 (dua) kali menduduki jabatan struktural pada 
eselon dibawahnya. 
4. Pengalaman 
Pengalaman jabatan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Apabila 
terdapat beberapa calon pejabat yang akan menempati suatu jabatan 
struktural, maka pegawai yang memiliki pengalaman yang lebih banyak 
dan memiliki korelasi jabatan dengan jabatan yang akan diisi lebih 
layak atau lebih baiknya untuk dapat dipertimbangkan terlebih dahulu 
sebelum pengambilan keputusan. 
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Pada saat penulis mengadakan pengamatan di Badan Kepegawaian, 
Pendidikan, dan Pelatihan Provinsi Kepuluan Riau terdapat kasus 
mengenai kelayakan Pegawai Negeri Sipil dalam menempati suatu 
jabatan struktural di salah satu instansi dilingkungan pemerintah 
Provinsi Kepulauan Riau yang dilihat dari segi pengalaman seorang 
Pegawai Negeri Sipil. 
Dua orang Pegawai Negeri Sipil bernama Drs.Hasby dan Ir. 
Ardyanto Hadibroto dicalonkan sebagai kepala Badan Kepegawaian, 
Pendidikan, dan Pelatihan Provinsi Kepuluan Riau.  
Adapun pengalaman masing-masing calon adalah sebagai berikut : 
a. Pengalaman jabatan Drs. Hasby 
1) Kepala Bagian Mutasi selama 3 tahun, 
2) Kepala Bagian Rumah Tangga selama 2 tahun, 
3) Kepala Bagian Ekspedisi selama 2 tahun. 
b. Pengalaman jabatan Ir. Ardyanto Hadibroto 
1) Plt (Pelaksana tugas) Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan selama 1 tahun, 
2) Kepala Bagian Sekretariat selama 3 tahun, 
3) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana selama 2 
tahun, 
4) Kepala Bagian Pengembangan Pegawai selama 2 tahun, 
5) Kepala Bagian Pemberhentian selama 3 tahun. 
Dengan demikian, maka Ir. Ardyanto Hadibroto dipandang lebih 
layak dipertimbangkan untuk dapat diangkat dalam jabatan tersebut 
karena memiliki pengalaman jabatan yang lebih banyak dan memiliki 
korelasi jabatan dengan jabatan kepala Badan Kepegawaian, 
Pendidikan, dan Pelatihan Provinsi Kepuluan Riau. 
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Selain semua persyaratan dan faktor yang terdapat dalam PP Nomor 
13 Tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan 
struktural, terdapat  juga persyaratan yang perlu diperhatikan dalam kenaikan 
jabatan struktural yaitu seorang calon Pegawai Negeri Sipil yang akan 
menduduki suatu jabatan struktural harus mengumpulkan dokumen persyaratan 
kelengkapan administrasi kenaikan jabatan struktural yang harus dipenuhi 
meliputi : 
1) Salinan atau Foto copy sah  Surat Keputusan (SK) pengangkatan 
dalam jabatan terakhir, 
2) Salinan atau Foto copy sah  Surat Keputusan (SK) dalam pangkat 
terakhir, 
3) Salinan atau Foto copy sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP-3) 2 (dua) tahun terakhir, 
4) Salinan atau Foto copy sah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ 
ijazah terakhir,  
5) Salinan atau Foto copy sah Kartu Pegawai (KARPEG), 
6) Salinan atau Foto copy sah Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) 
terakhir, 
7) Salinan atau Foto copy sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 
(SPMT). 
Semua persyaratan dokumen kelengkapan administrasi kenaikan 
jabatan struktural yang tersebut diatas telah dilampirkan penulis dalam bagian 
lampiran pada Tugas Akhir (TA) ini. 
Berdasarkan persyaratan-persyaratan diatas, baik persyaratan-
persyaratan dalam peraturan-peraturan pemerintah dan syarat dalam 
kelengkapan administrasi, maka penulis akan memberikan analisis mengenai 
penerapan persyaratan-persyaratan tersebut dalam pelakasanaannya di lapangan 
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yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi 
Kepulauan Riau. 
Penerapan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang 
calon penerima kenaikan jabatan stuktural di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Riau khususnya SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan dalam implementasinya sudah cukup baik dalam pelaksanaannya dan 
semua persyaratan-persyaratan tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan 
yang telah ada dan ketentuan yang berlaku seperti terdapat dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. 
Penerapan persyaratan-persyaratan tersebut bagi pegawai di Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau Bidang 
Mutasi yang menangani tentang kenaikan jabatan dan kepangkatan cukup 
menguasai dan memahami segala hal mengenai persyaratan kepangkatan 
tersebut. 
 Walaupun pegawai yang menangani jabatan dan kepangkatan di 
Bidang Mutasi hanya terdiri dari 1 (satu) orang saja tetapi secara keseluruhan 
para pegawai lainnya juga mengetahui dan memahami persyaratan yang 
berlaku. Hal ini akan mempermudah para calon penerima kenaikan jabatan 
struktural dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan sehingga mereka 
dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan dengan mudah. 
Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon penerima 
kenaikan jabatan struktural sudah sangat sesuai dengan kebutuhan yang ada 
sekarang ini sehingga persyaratan tersebut dapat dijadikan suatu landasan dan 
pertimbangan bagi tim BAPERJAKAT dalam melakukan penyeleksian calon 
penerima kenaikan jabatan struktural sehingga calon yang terpilih kelak 
merupakan pegawai yang berkompeten dan berkualifikiasi terbaik, sehingga 
ketika mereka melakanakan tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut dapat 
tercapai semua tujuannya dengan baik dan juga kemampuannya dalam 
memimpin para bawahannya sehingga tercipta suasana yang kondusif. 
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B. Prosedur Kenaikan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil 
Adapun prosedur kenaikan jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil 
pada Pemerintah provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut : 
1. Pada periode bulan April atau Oktober pada tahun tertentu, Kepala Sub 
Bidang Mutasi Jabatan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kepala Sub 
Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) melakukan pendataan 
lowongan dan juga formasi yang ada dalam jabatan struktural di lingkungan 
Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan disertai dengan persyaratan 
jabatannya. 
2. Setelah semua data yang telah diberikan oleh Bidang Pengadaan Kepegawaian 
khususnya Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) 
mengenai lowongan dan juga formasi jabatan struktural tersebut, maka semua 
data atau informasi tersebut di informasikan kepada seluruh pimpinan satuan 
organisasi yang ada di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. 
Baik untuk eselon I, eselon II, ataupun eselon III dilingkungan masing-masing 
agar dapat mengetahui informasi tersebut dan memilki kesempatan yang 
sama, dan dapat melakukan seleksi jabatan yang sesuai dengan kemampuan 
dan prestasi kerja yang telah dicapai Pegawai Negeri Sipil yang akan 
dicalonkan apakah selama ini mengalami peningkatan maupun mengalami 
penurunan prestasi kerja. 
3. Berdasarkan lowongan dan formasi jabatan struktural yang tersedia dan 
memenuhi kualifikasinya, secara hierarki bagian kepegawaian dimasing-
masing satuan organisasi melakukan pengajuan calon pejabat, baik dari 
pejabat eselon I, eselon II, atau eselon II  yang telah memenuhi persyaratan, 
yang di tetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengisi lowongan 
jabatan kepada pejabat yang berwenang   dengan tembusan disampaikan 
kepada Ketua BAPERJAKAT u.p. Sekretaris untuk di seleksi kelengkapan 
berkas dan persyaratan yang ditetapkan. 
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4. Setelah semua data diterima oleh Sekretaris dan diperiksa segala 
kelengkapannya, sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan data calon pejabat 
yang akan menempati lowongan jabatan tersebut untuk diusulkan untuk 
diajukan dalam sidang BAPERJAKAT, dengan lampiran : 
a) Daftar riwayat hidup calon pejabat yang akan diajukan untuk 
menempati jabatan tersebut, 
b) Daftar penilaian prestasi kerja/ daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 
dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagai pertimbangan dalam sidang. 
5. Apabila calon yang diajukan hanya 1 (satu) orang calon atau tidak ada calon 
yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka sekretaris 
BAPERJAKAT mempersiapkan data calon lainnya yang memenuhi 
persyaratan sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang 
BAPERJAKAT sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon. 
6. Setelah mendapatkan calon-calon yang memenuhi segala persyaratan yang 
telah ditentukan maka dilakukan sidang BAPERJAKAT untuk dapat 
memberikan pertimbangan mengenai calon, apakah dapat menduduki jabatan 
tersebut atau tidak untuk mendapatkan kenaikan jabatan dan menduduki 
jabatan tersebut. 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya dalam 
melaksanakan kenaikan atau pengangkatan jabatan struktural mengacu pada 
ketentuan yang sudah ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahunu 2002. 
Apabila dari semua calon yang akan di calonkan untuk diangkat dalam jabatan 
struktural tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka dipilih 1 
(satu) orang calon yang terbaik dengan mempertimbangkan persyaratan yang 
telah ditentukan diatas, yang berhak memutuskan calon pejabat untuk diangkat 
menjadi pejabat struktural adalah Gubernur Kepulauan Riau dengan 
pertimbangan dari BAPERJAKAT Kepulauan Riau, yang sebelumnya telah 
dibahas dalam sidang BAPERJAKAT berdasarkan (SK Gubernur tahun 2010 
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tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi 
Kepulauan Riau). 
Keputusan pengangkatan jabatan  struktural harus dicantumkan nomor 
dan tanggal pertimbangan BAPERJAKAT, eselon dan besar tunjangan jabatan 
struktural. Asli atau petikan tersebut disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan. 
Bagi Pegawai Negeri Sipil daerah di Provinsi Kepulauan Riau, 
tembusan disampaikan kepada : 
a) Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional XII di 
Pekanbaru, 
b) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi 
Kepulauan Riau, 
c) Kepala Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi 
Kepulauan Riau, 
d) Pejabat lain yang dipandang perlu. 
Berdasarkan dengan prosedur kenaikan jabatan struktural diatas, 
maka penulis akan memberikan analisis mengenai penerapan prosedur tersebut 
dalam pelaksanaannya di lapangan yang dilaksanakan Oleh Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau. 
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan penulis melalui 
kegiatan magang atau (On The Job Training) yang dilakukan selama 1 bulan 
tersebut dapat diketaui bahwa pelaksanaannya sudah cukup baik. Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya dalam melakukan kenaikan atau 
pengangkatan jabatan struktural mengacu pada ketentuan yang sudah ada yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.  
Penerapannya prosedur tersebut dapat dilihat dari berbagi segi yaitu 
pelaksanaan yang dilakukan oleh para pegawai dalam melaksanakan prosedur 
tersebut yang dengan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, 
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sehingga mereka memiliki suatu landasan hukum yang kuat dalam melakukan 
kegiatan tersebut, ini dapat berguna apabila suatu saat terjadi suatu kesalahan atau 
ketidakpuasan (complain) para calon penerima kenaikan jabatan tersebut  mereka 
dapat menunjukkan dan menjawabnya dengan baik bahwa mereka melakukan 
kegiatan tersebut berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
Kemudian menurut penulis prosedur kenaikan jabatan struktural yang 
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Provinsi 
Kepulauan Riau telah memenuhi semua prosedur dan dilakukan sesuai dengan 
yang dibutuhkan untuk sekarang ini.  
Pelaksanaan prosedur tersebut juga  sebagai suatu sarana untuk dapat 
mencegah “kenakalan”  para pegawai seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di 
dalam pelaksanaan kegiatan kepangkatan dan jabatan sehingga tercipta suatu 
kondisi yang transparan dan kondusif dalam melaksanakan kegiatan kepangkatan 
dan kenaikan jabatan tersebut.  
C. Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I di lingkungan instansi 
pusat ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan 
tertulis dari Komisi Kepegawaian Negara. Sedangkan pengangkatan dalam 
jabatan struktural eselon II kebawah pada Instansi pusat ditetapkan Pejabat 
Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT 
Instansi Pusat. 
Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I di Provinsi (Sekda) 
ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi setelah mendapat 
persetujuan  Pimpinan DPRD Provinsi, setelah sebelumnya dikonsultasikan secara 
tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, sedangkan  pengangkatan dalam jabatan 
Struktural eselon II kebawah ditetapkan oleh Pejabat Pembina  Kepegawaian 
Daerah Provinsi setelah mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT Instansi 
Daerah Provinsi. 
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Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah di 
Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah 
Kabupaten/ Kota setelah mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT Instansi 
Daerah Kabupaten/Kota.  Khusus untuk pengangkatan  Sekretaris Daerah 
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah 
Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD 
Kabupaten/Kota, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada 
Gubernur. 
Dalam setiap keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan 
struktural, harus dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan BAPERJAKAT, 
eselon dan besarnya tunjangan jabatan struktural. 
 
D. Tata Kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) Provinsi Kepulauan Riau 
Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) Provinsi  Kepulauan Riau terdiri dari Ketua, Anggota dan 
Sekretaris. Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) Provinsi  Kepulauan Riau terdiri dari : 
1. Ketua, merangkap anggota 
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
Tugas Ketua Umum adalah : 
a) Memimpin sidang-sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan (BAPERJAKAT), 
b) Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang 
dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan 
dari jabatan struktural serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 
yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-
alasannya. 
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c) Memberikan pertimbangan Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai 
Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon 
II, 
d) Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris. 
2. Anggota  
a. Assisten I  : Bidang Tata Praja Provinsi Kepulauan Riau, 
b. Assisten II  : Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi 
Kepulauan Riau, 
c. Assisten III  : Bidang Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Riau, 
d. Inspektur Provinsi Kepulauan Riau, 
e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan. 
Tugas Anggota adalah : 
a) Menghadiri sidang-sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan (BAPERJAKAT), turut serta secara aktif 
memberikan pertimbangan dan saran, 
b) Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT). 
3. Sekretaris  
Kepala Badan Kepegawaian, pendidikan, dan Pelatihan Provinsi 
Kepulauan Riau. 
Tugas Sekretaris adalah : 
a) Membantu Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) dalam melaksanakan tugasnya, 
b) Memimpin Sekretariatan, 
c) Menembus surat usul tentang kepangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan 
struktural, dan kenaiakan pangkat tertentu, serta pertimbangan 
perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP), 
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d) Menyiapkan bahan sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan (BAPERJAKAT), 
e) Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar 
penjelasannya dalam sidang sesuai dengan hasil rapat Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), 
f) Menyiapkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan (BAPERJAKAT) untuk disampaikan kepada pejabat 
yang berwenang, 
g) Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT). 
4. Persidangan 
a) Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) Provinsi Kepulauan Riaudiadakan sekurang-
kurangnya satu kali dalam satu bulan dan dapat dilaksanakan 
sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT). 
b) Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan sah dihadiri 
oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan 
sekretaris. 
c) Dalam pengambilan keputusan, Badan Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan (BAPERJAKAT) Provinsi Kepulauan Riau 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di Instansi yang 
bersangkutan, 
2. Ketentuan sebagaimana tersebut pada pemerintah Nomor 13 
tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
Jabaran Struktural. 
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d) Dalam memberikan pertimbangan, Badan Pertimbangan Jabatan 
dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Provinsi Kepulauan Riau tidak 
terikat pada urutan calon yang diusulkan. 
3. Hasil persidangan 
a) Pertimbangan BAPERJAKAT disampaikan secara tertulis kepada 
pejabat berwenang yaitu : 
1) Pertimbangan pengangkatan atau pemindahan dalam dan 
dari jabatan struktural dibuat menurut contoh tersebut 
dalam anak lampiran I-e, 
2) Pertimbangan pemberhentian dari jabatn struktural dibuat 
menurut contoh lampiran tersebut dalam anak lampiran I-f, 
3) Pertimbangan pemberian kenaikan pangkat bagi yang 
menduduki jabatan struktural atau karena prestasi kerja luar 
biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang 
bermanfaat bagi Negara, dibuat menurut contoh tersebut 
dalam anak lampian I-g, 
4) Pertimbangan perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) 
bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan 
struktural eselon I, dan eselon II dibuat menurut contoh 
anak lampiran I-h. 
b) Pertimbangan BAPERJAKAT dalam pengangkatan jabatan 
struktural sekaligus menetapkan urutan atau ranking dari 3 (tiga) 
orang calon terpilih. 
c) Pertimbangan BAPRJAKAT dalam pemindahan dari jabatan 
struktural harus jelas alasan atau pertimbangan obyektif baik dari 
aspek juridis atau aspek lainnya. 
d) Dalam memberikan pertimbangan perpanjangan Batas Usia 
Pensiun (BUP), Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 
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(BAPERJAKAT) harus mempertimbangkan aspek kompetensi, 
kaderisasi, dan kesehatan. 
e) Hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) bersifat rahasia. 
E. Pelantikan  
1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural termasuk 
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan 
eselonya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan 
pengangkatan wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang 
berwenang, 
2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang mengalami 
perubaan nama jabatan dan atau perubahan fungsi tugas jabatan, maka 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dilantik sumpahnya kembali. 
3. Tembusan berita acara sumpah jabatan, disampaikan kepada Badan 
Kepegawaian Negara atau Kepala kantor Badan Kepegawaian Negara 
Regional XII di Pekanbaru. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan pada hasil pengamatan penulis dapat mengambil 
kesimpulan secara garis besar sebagai berikut : 
1. Prosedur Kenaikan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pada 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah  
a) Pada periode April atau Oktober Kepala Sub Bidang Mutasi 
Jabatan  mendata lowongan yang tersedia yang dibantu oleh 
Bagian pengadaan khususnya bagian SIMPEG,  
b) Data lowongan tersebut kemudian akan diinformasikan kepada 
pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Riau, baik untuk eselon I, eselon II, maupun Eselon III 
dilingkungan masing-masing agar mendapatkan kesempatan yang 
sama untuk mendapatkan kenaikan jabatan,  
c) Kemudian masing-masing satuan organisasi mengajukan calon-
calon yang dianggap layak dan memenuhi persyaratan yang 
ditentukan, 
d) Setelah semua data diterima oleh sekretaris BAPERJAKAT untuk 
diperiksa dan diseleksi segala kelengkapannya, maka akan 
dimusyawarahkan dalam sidang BAPERJAKAT dan 
mendapatkan calon yang tepat. 
2. Prosedur pengangkatan atau kenaikan jabatan struktural di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya mengacu pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Kenaikan Jabatan 
Struktural bertujuan untuk membina karier Pegawai Negeri Sipil agar 
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dapat bekerja lebih keras dan dapat meningkatkan prestasi kerja para 
pegawai. 
3. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, kebutuhan promosi atau 
kenaikan jabatan struktural yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2009 
adalah sebanyak 14 orang pegawai dari pejabat eselon III untuk mengisi 
berbagai jabatan yang baru di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. 
Kegiatan kenaikan jabatan struktural  dilakukan dalam 2 periode,  dalam 
satu tahun  yaitu untuk periode pertama pada bulan April dan untuk 
periode kedua dilaksanakan pada bulan Oktober, kegiatan ini 
dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk mengisi jabatan yang 
kosong. 
4. Seorang Pegawai Negeri Sipil harus dapat memenuhi persyaratan yang 
telah ditentukan, baik persyaratan dalam Peraturan pemerintah dan 
ketentuan yang berlaku, pegawai juga menyerahkan persyaratan 
dokumen dan apabila terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, maka 
terdapat pertimbangan lain yang akan dibahas dalam sidang 
BAPERJAKAT yang hasilnya akan menjadi masukan dan pertimbangan 
bagi Gubernur dalam pengangkatan jabatan tersebut. 
B. SARAN 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi kepulauan Riau 
harus membuat suatu poster yang ditempelkan di Papan Informasi yang 
berisi tentang persyaratan yang perlu dipenuhi dan skema alur prosedur 
kenaikan jabatan struktural. 
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